WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 44 ayat (4),
Pasal 66 ayat (13), Pasal 67 ayat (3), Pasal 77 ayat (4),
Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva
disingkat SKPD adalah adalah unsur Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yvang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Objek Pajak adalah Objek Pajak pajak bumi dan
bangunan vang  dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, untuk
sektor perkotaan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut Retribusi tertentu.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.
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Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
vang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman,

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik (hasil)
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

-Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
SKPD atau unit SKPD pada Perangkat Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat vang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan vang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum vyang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
Bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas
Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang di bidang pertanahan dan Bangunan,

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan
Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut
bayaran.
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Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
lainnya.

- Pajak Parkir adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh layanan perparkiran.

Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan
untuk sementara kendaraan di tempat Parkir yang
telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran.

Jasa  Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan  sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.,
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau  penyelenggaraan semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/
atau keramaian untuk dinikmati.

- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan

reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan vang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum,

Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan mendirikan
kontruksi bangunan Reklame dan/atau menayangkan
Reklame yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT
adalah  Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Masa Pajak adalah jangka waktu vang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak vang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu,

. Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanva 1

(satu} tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender,

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau
nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman
penetapan nilai jual objek Pajak Bumi dan nilai jual
objek Pajak Bangunan.
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Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

- Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat NJOP

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
Jjual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak,
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek
Pajak PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.,

Surat Ketetapan Pajak Daerah vyang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui  tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Walikota,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibavar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar vang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih
besar dari pada Pajak yang terutang atau secharusnya
tidak terutang.

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib  Pajak  untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau
bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang vang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada Wajib Pajak.

Surat  Keputusan Pembetulan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah surat keputusan vyang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalam Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan vang selanjutnya
disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan

Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Penelitian  adalah  serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk
penilaian  tentang  kebenaran  penulisan dan
penghitungannya serta kesesuaian antara  surat
pemberitahuan dengan SSPD.
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Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang
vang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran vang meliputi
seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa
Pajak, dan Tahun Pajak,

- Utang Pajak adalah Pajak vang masih harus dibayar

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh

Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang
Retribusi,

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnva jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi  yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnva
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir
atas pemakaian tempat Parkir kepada setiap
kendaraan.

Porporasi adalah deretan lubang vang digunakan
untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai
pola porporasi.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan vang terbagi
dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan vang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama
untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan
Bangunan bersama dan tanah bersama.

Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun vang
dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
pegawai negeri.

Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun vang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang
diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
Satuan Rumah Susun, Apartemen, Kondominium dan
sejenisnya adalah unit Rumah Susun, apartemen,
kondominium, flat dan sejenisnya yang tujuan
utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi
utama sebagai tempat hunian dan/atau tempat usaha
dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat
RTHK adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik vang tumbuh
tanaman secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertical
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya
disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat E-SPPT adalah surat vang
digunakan oleh  Pemerintah Daerah untuk
memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada
Wajib Pajak.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Quick Response Code adalah kode dua dimensi yang
terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri
bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas,
memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel,
dan  memiliki  kemampuan menyimpan  data
alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh
melalui pemindaian.

Nilai Perbandingan Proporsional yang sclanjutnya
disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan
perbandingan antara satuan Rumah Susun terhadap
hak atas Bangunan bersama dan tanah bersama yang
dihitung berdasarkan nilai satuan Rumah Susun yang
bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun
secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan
pertama kali memperhitungkan biaya
pembangunannya  secara  keseluruhan  untuk
menentukan harga jualnya.

Pertelaan adalah rincian penunjukan batas yang jelas
dari masing-masing satuan Rumah Susun termasuk
bangunan bersama dan tanah bersama, serta NPP
dalam bentuk gambar (strata drawing) dan uraian
yang dibuat developer/ pengembang untuk
pengesahan akta pemisahan Rumah Susun.

Luas Bumi Luas Tanah yang selanjutnya disingkat LT
adalah luas permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan untuk digunakan secara keseluruhan.

Luas Bumi Bersama/Luas Tanah Bersama yang
selanjutnya disingkat LTB adalah luas keseluruhan
Bumi Tanah yang digunakan secara bersama.

Luas Bangunan Bersama yang selanjutnya disingkat
LBB adalah selistih antara luas Bangunan kotor
dengan luas bangunan efektif.

Luas Satuan Unit Bangunan yang selanjutnya
disingkat LUB adalah luas unit Bangunan yang
tercantum pada sertifikat hak milik Rumah Susun.



94, Akta Jual Beli yang sclanjutnya disingkat AJB adalah
akta autentik mengenai perbuatan hukum atas
peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan
Rumah Susun melalui jual beli yang dibuat oleh
pcjabat  vang berwenang menurut Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

95. Perjanjian Pengikatan Jual Beli vang selanjutnya
disingkat PPJB adalah perjanjian yang menimbulkan
hubungan hukum antara penjual dan pembeli untuk
dalam jangka waktu tertentu yang masing-masing
mempunyai kewajiban dan hak untuk memperoleh
suatu prestasi tertentu yang akan dilanjutkan dengan
AJB.

96. Surat Tagihan Denda selanjutnya disingkat STD
adalah surat untuk melakukan tagihan vang
merupakan penerimaan bukan Pajak yang dibayarkan
ke kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda
Setoran.

97. Surat Tanda Setoran vang selanjutnya disingkat STS
adalah  bukti pembayaran atau penyetoran
penerimaan Daerah bukan Pajak yang dilakukan
dengan menggunakan formulir ke kas Daerah.

BAB 11
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yvaitu NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah Daerah.

(4) NJOP untuk Objek Pajak tertentu yang ditetapkan
setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

Pasal 3

(1)Besarnya NJOP Bumi dan Bangunan ditetapkan
berdasarkan Klasifikasi.

(2)Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



(3)Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak lebih
besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual
Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(4)Dalam hal ini nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak
lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP
Bangunan.

(5)Objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK
pertanian ditentukan berdasarkan Klasifikasi sebagai
berikut:

a. lahan produksi pangan dan ternak:
b. sawah ekowisata; dan
c. sawah murni,

Bagian Ketiga
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Untuk
Kepemilikan Lebih Dari Satu Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pasal 4

(I)NJOP  tidak kenma Pajak ditetapkan sebesar
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap
Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP
tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk
setiap Tahun Pajak.

Bagian Keempat
Besaran Persentase Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20%
(dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
Pajak.

(2) Besaran presentase NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan
mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
c. klasteriasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.



(3) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000,000,00
(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol
koma satu persen) per tahun; dan

b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma
dua persen) per tahun.

Khusus tarif Pajak PBB-P2 untuk Objek Pajak berikut

ditetapkan sebesar 0% (nol persen):

a.Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan
ternak;

b. Objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK
pertanian  (sawah ekowisata dan sawah murni);
dan/atau

c. Objek Pajak vang dimiliki oleh masyarakat
berpenghasilan rendah sesuai data terpadu
kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

Pasal 6

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan

cara  mengalikan  dasar pengenaan PBB-P2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan

tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3).

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan

Bumi dan/atau Bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada

tanggal 1 Januari.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang vaitu di

Daerah.

Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan

berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan
di atasnya; dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan
perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung
dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali
pipa dan kabel bawah laut.



BAB 11l
PAJAK REKLAME

Pasal 7

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan

Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada

(3)

(4)

ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan / billboard/ videotron/ megatron;

b, Reklame kain;

¢. Reklame melekat/stiker:

d. Reklame selebaran;

¢. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
dengan tujuan komersil:

f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame film/ slide: dan

I. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame vaitu:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet,
televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan, dan sejenisnya;

b.label/merek produk yang melekat pada barang
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;

. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area
tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan reklamenya berpedoman
pada ketentuan yang mengatur tentang nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah
Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang
tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. tulisan, tanda, dan lain sebagainya yang
dipasang berkenaan dengan adanya
konferensi/kongres/ rapat/pertemuan partai
atau organisasi sosial dengan tujuan tidak
mencari keuntungan dan dalam batas waktu
tertentu.

Pengecualian Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 huruf ¢ yaitu memuat nama kantor,
nama toko, nama organisasi, nama vayasan, nama
atau logo perusahaan, visualisasi poster
penyuluhan, nama apotek, nama profesi/organisasi
profesi dengan konten tetap dengan ketentuan
luasnya tidak melebihi 1 m? (satu meter persegi).



(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 8

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang
pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif
dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun
waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak vang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
kecuali untuk BPHTB.

Masa Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan untuk jangka waktu | (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak
yang terutang.

Pasal 9

Masa Pajak dan Tahun Pajak untuk PBB-P2 meliputi:

a. Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) Tahun
Kalender; dan

b. saat yang menentukan Pajak terutang vyaitu
menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal
1 Januari.

Masa Pajak untuk PBJT yaitu Masa Pajak ditetapkan 1

(satu) bulan kalender.

Masa PAT yaitu Masa Pajak yang ditetapkan

1 (satu) bulan kalender,

Masa Pajak Reklame vaitu:

a. untuk Pajak Reklame insidentil paling lama
1 bulan kalender; dan

b. untuk Pajak Reklame Permanen dan terbatas
yvaitu 1 (satu) Tahun Kalender.



BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

(1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek
Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai
berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam
bahasa indonesia yang ditujukan kepada Walikota
melalui Badan Pendapatan Daerah:

b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar
dan lengkap;

c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di
Badan Pendapatan Daerah tanpa dipungut biaya;

d. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak
dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek
Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan
surat kuasa;

€. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak atau kuasanya;

f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas

diri lainnya;

2. fotokopi kartu keluarga;

3. fotokopi bukti
kepemilikan / penguasaan/pemanfaatan tanah

(sertifikat/AJB/Girik /Dokumen lain yang sejenis);
fotokopi PBG bagi yang memiliki bangunan;
fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
fotokopi SSB/ SSPD BPHTB,;

surat Keterangan Tanah dar Kepala

Dusun/Kepala Lingkungan, Pekaseh dan

Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat

(untuk objek vang belum memiliki sertifikat); dan

8. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

(2) Ketentuan lebih rinci mengenai pendaftaran objek
PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya
dalam formulir SPOP.

SHAh O



(4) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
4. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:
b. identifikasi Objek Pajak;
¢. verifikasi data Objek Pajak; dan
d. pengukuran bidang Objek Pajak.

(S)Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek
PBB-P2 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan mutasi
sebagaian /seluruhnya objek dan subjek PBB-P2.

(2) Atas dasar integrasi data dari Kantor Badan
Pertanahan Kota Denpasar, terhadap subjek dan Objek
Pajak yang mengalami perubahan dapat disesuaikan
dan ditetapkan secara jabatan.

(3) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek
PBB-P2 meliputi:

a. surat permohonan mutasi;

b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;

¢.surat tanda bukti lunas PBB-P2 yang dikeluarkan
oleh Badan Pendapatan Daerah,

.mengisi SPOP dan LSPOP;

- fotokopi SSB/ SSPD BPHTB;

fotokopi identitas kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk;

. fotokopi kartu keluarga;

.fotokopi  bukti kepemilikan/ penguasaan /|
pemanfaatan tanah (sertfikat/AJB/Girik/ dokumen
lain yang sejenis);

1. surat Keterangan Tanah dari Kepala Dusun/Kepala
Lingkungan, Pekaseh dan Desa/Lurah yang

diketahui oleh Camat setempat (untuk objek yang
belum memiliki sertifikat); dan

j- surat kuasa (apabila dikuasakan).

Paragraf 2

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

=0 A

= o

Pasal 12

(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan
ditandatangani oleh Walikota.

(2) Penetapan, penerbitan dan  penandatanganan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Walikota
menunjuk Kepala Badan.

(3] Penetapan, penerbitan dan penandatanganan SPPT
PBB-P2 dapat dilakukan secara elektronik berupa E-
SPPT.



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

E-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

disampaikan secara online merupakan alat bukti yvang

sah dan dapat dijadikan sebagai dasar penagihan

pajak terutang yang sudah memiliki kode khusus atau

Quick Response Code dan bertanda tangan elektronik.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan

tugas, khususnya vang terkait dengan

penandatanganan SPPT PBB-P2, maka

penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan

dengan:

a.cap dan tanda tangan basah/ dengan cetakan E-
SPPT, untuk ketetapan Pajak di atas
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

b.cap dan cetakan tanda tangan/ dengan cetakan E-
SPPT, untuk Kketetapan pajak dibawah Rp.
2.000.000, 00 (dua juta rupiah).

SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:

a. pencetakan masal;

b. pencetakan dalam rangka:

1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;

2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut
atas keputusan keberatan, pengurangan atau
pembetulan;

d.tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru:
dan/atau

4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

Ketentuan lebih rinci mengenai penetapan objek PBB-
P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 13

Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain,

Wajib  Pajak dapat mengajukan permohonan

penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB-P2 secara

perorangan ataupun secara kolektif ke Badan

Pendapatan Daerah.

Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan

salinan SPPT/SKPD PBB-P2 antara lain :

a. surat permohonan penerbitan salinan;

b. surat pengantar dari Perbekel/lurah;

¢. SSPD lunas PBB-P2 Tahun sebelumnya atau tahun
berjalan;

d.kartu tanda identitas pemohon Kartu Tanda
Penduduk; dan

e. surat kuasa (apabila dikuasakan).



Paragraf 3
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Perkotaan
Pasal 14

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman
SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
SKPD oleh Wajib Pajak.

(3) Walikota melalui Kepala Badanmenetapkan tanggal
jatuh tempo pembavaran Pajak PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.

(4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar,
dikenakan denda administrasi sebesar 1% (satu
persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo
sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(5) Pembayaran atau penvetoran Pajak dilakukan melalui
sistem pembayaran berbasis elektronik.

(6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik
belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak
dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(7) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Walikota dapat dilakukan
secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk
sebagaimana tercantum dalam SPPT/ SKPD/STPD.

(8) Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bukti telah
melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(9) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota
berkewajiban mengirimkan SSPD kepada Wajib Pajak
yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman
uang/transfer,

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan
kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang
diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah
secara elektronik.

(2) Kode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak memiliki masa kedaluarsa.

(3) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan
pembayaran secara elektronik, Pemerintah Daerah
menunjuk bank persepsi bekerjasama dengan bank
nasional lainnya, melalui portal pembayaran dan kanal
pembayaran yang ditunjuk.

(4) Bukti pembayaran Pajak secara elektronik yang
diterbitkan merupakan bukti bayar vang sah
dipersamakan dengan SSPD.



(5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan melakukan Validasi dan
rekonsiliasi secara periodik dengan bank persepsi.

(6) Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran
PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 16

(1) Walikota dapat:

a. mengurangkan  atau menghapuskan  sanksi
administrasi PBB-P2 vang dikenakan karena
kekhilafan; dan

b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-
P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan  Pembetulan atau  Pembatalan PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota
menunjuk Kepala Badan.

(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau
penghapusan  sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dilampiri
dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

b.dokumen pendukung yang dapat menunjukan
bahwa denda administrasi dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahan Wajib Pajak.

(4) Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT,
SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dilampiri
dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b.dokumen pendukung yang dapat menunjukan
bahwa SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2
tidak benar;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan
PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal
Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas
SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau

d. fotokopi Bukti Lunas PBB-P2.

(5) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau
STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan,
kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara
kolektif.



(6)

(1)

(2)

(3)

Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD

PBB-P2 dan STPD antara lain:

a. mengajukan permohonan Pembatalan;

b.surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab
pembatalan dengan bermaterai:

c. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan

d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Paragrafl 5
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 17

Atas Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas

dan/atau mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan

kembali tanggal jatuh tempo.

Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo

diajukan dengan dilengkapi persyaratan scbhagai

berikut:

a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi
dengan tanggal bukti penerimaan:

b.surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

¢. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat tidak dilakukan dalam hal Wajib Pajak

mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak

sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang

Pajak tepat pada waktunya.

Paragraf 6

Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi

(1)

(2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 18

Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak terhutang

Wajib  Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi

PBB-P2.

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan

dilengkapi persyaratan sebagai berikut;

a. SSPD asli dan SSPD fotokopi;

b. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;

c. surat Kuasa (apabila dikuasakan);

d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

€. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.



(3) Pemberian kompensasi PBB-P2 diberikan berdasarkan
permohonan dari Wajib Pajak untuk Pajak terhutang
dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi:

a. SSPD asli dan SSPD fotokopi;

b. surat Kuasa (apabila dikuasakan);

¢, fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

d.surat Permohonan Kompensasi.

Paragraf 7

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan

Pasal 19

(1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib
Pajak karena:
a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak; dan
b. karena sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak
terkena bencana alam atau sebab lain vang luar
biasa.
(2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sebagai berikut:
a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1.

Objek Pajak pribadi dan subjek pribadi anggota
veteran, pejuang kemerdekaan/janda atau
dudanya;

.lahan  Objek  pribadi  merupakan lahan

pertanian/perikanan;

. para pensiunan Pegawai Negeri

Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD baik janda/duda
yvang tidak mempunyai penghasilan lain dan
terbatas;

.Objek  pribadi sebagai masyarakat vyang

berpenghasilan rendah /keluarga penerima
manfaat yang tercatat pada instansi terkait dan
tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk
membayvar PBB-P2;

.Objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang pribadi

yang penghasilannya rendah yang nilai jual Objek
Pajaknya permeter perseginva meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positufl
pembangunan; dan

.Objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai

RTHK pertanian (kawasan ekowisata dan sawah
murni) vang sudah ditetapkan oleh Walikota.

b. Untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada
tahun sebelumnya schingga tidak dapat memenuhi
kewajiban berdasarkan laporan keuangan hasil audit
Kantor Akuntan Publik.



(3)

(4)

(5)

(6)

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 vang
terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-
P2

PBB-P2 yang terutang vang tercantum dalam SKPD

PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan pokok pajak ditambah dengan denda

administrasi.

SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada avat (4)

yvang telah diberikan pengurangan tidak dapat

dimintakan pengurangan denda administrasinya,

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan:

a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka
I, angka 2, angka 3 dan angka 5;

b. sebesar 100% (seratus persen) bagi :

l. Objek pribadi sebagai masyarakat yang
berpenghasilan rendah /keluarga penerima
manfaat yang tercatat pada instansi terkait dan
tidak memiliki kemampuan secara ekonomi
untuk membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) angka 4;

2. Objek Pajak terkena bencana alam atau kejadian
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b; dan

3. Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di klasifikasikan
dengan nominal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 20

(1) Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan permohonan
Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan
oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal PBB-P2
terutang keseluruhannya sebesar Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).



(4) Permohonan Wajib Pajak berbentuk badan hukum
yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan
batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan
diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
harus berdasarkan laporan keuangan hasil audit
Kantor Akuntan Publik.

Pasal 21

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara
perscorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4
dan angka 5 harus memenuhi persyaratan:

a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD
PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya permohonan
pengurangan diajukan kepada Kepala Badan:

¢. dilampirkan fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 vang
dimohon pengurangan;

d. permohonan dilengkapi dengan Identitas Wajib
Pajak (Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk/SIM) ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
kuasa Wajib Pajak dilampiri dengan Surat Kuasa:
dan

e. diajukan dalam waktu:

1. satu bulan sejak ditetapkannya SPPT;

2. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2:

3. satu  bulan terhitung sejak diterimanya
Keputusan permohonan keberatan:

4. sebelum tanggal jatuh tempo;

5. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana
alam; dan

6. tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian
luar biasa,

(2) Bagi Wajib Pajak yang ingin mendapatkan surat
keterangan lunas harus mengajukan permohonan
sccara tertulis dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut:

a. fotokopi SPPT; dan

b. fotokopi identitas Wajib Pajak.

Pasal 22

Permohonan Pengurangan secara Kolektif dapat

diajukan dengan persyaratan:

a. satu permohonan untuk beberapa Objek Pajak
dalam Tahun vang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan besaran persentase pengurangan yang
dimohonkan kepada Kepala Badan:



(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

diajukan melalui pengurus legiun veteran atau

organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh

Desa/Lurah setempat;

diajukan sebelum tanggal jatuh tempo Pajak

PBB-P2;

melampirkan  fotokopi SPPT yang dimohon

pengurangan;

diajukan dalam jangka waktu:

l.satu  bulan  terhitung  sejak tanggal
diterbitkannya SPPT: dan

2. tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau
kejadian luar biasa.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun

sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan

kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana

alam atau sebab lain yang luar biasa: dan

tidak sedang diajukan permohonan keberatan

atas SPPT yang dimohon pengurangan,

Pasal 23

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat

dipertimbangkan, Kepala Badan dalam waktu paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu

diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan

alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan
diajukan secara perseorangan: dan

b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait
lainnya dalam hal permohonan diajukan secara
kolektif.

Dalam  hal  permohonan  pengurangan tidak

mendapatkan  pertimbangan Wajib  Pajak dapat

mengajukan kembali sepanjang persyaratannya telah

terpenuhi.

Pasal 24

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dapat berupa mengabulkan seluruhnya,
sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

Wajib Pajak yang sudah diberikan suatu keputusan
pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan
pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang
sama.

Pemberian pengurangan diberikan atas suatu objek
PBB-P2 yang dimiliki dan ditempati.



Paragraf 8

Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

dan Perkotaan
Pasal 25

Keberatan PBB-P2 dapat diajukan atas:

a. SPPT; atau

b. SKPD PBB-P2.

Keberatan dapat diajukan dalam hal;

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak
bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek Pajak
bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/atau

b.terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan
PBB-P2.

Pasal 26

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau

SKPD PBB-P2;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia:

diajukan kepada Kepala Badan;

dilampiri asli SPPT atau SKP PBB-P2 yang diajukan

Keberatan;

dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang

menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan

alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;

f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT/SKPD PBB-P2,
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat
Kuasa.

Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan

dasar untuk memproses surat Keberatan vaitu tanggal

terima surat Keberatan yang disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada
petugas Tempat Pelayanan.

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e pengajuan

Keberatan disertai dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

c. fotokopi PBG; dan/atau

d. fotokopi bukti pendukung lainnya.
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Pasal 27

(1) Pengajuan  Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat
Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan,

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak
atau kuasanya,

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan
kembali  sepanjang memenuhi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf f.

(4) Ketentuan lebih rinci mengenai Pengajuan Keberatan
PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Ini.

Paragrafl 9
Pemberian Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

Pasal 28

(1) Atas dasar kebutuhan informasi Waijib Pajak melalui
fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban
perpajakannya.

(2) Kewajiban perpajakannya meliputi print out tunggakan
dan Surat keterangan atas NJOP Bumi dan
Bangunan.

Paragraf 10

Ruang Lingkup dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah Susun.

Pasal 29

(1) Ruang Lingkup Bangunan Rumah Susun meliputi:
a. Rumah Susun; dan
b. Perkantoran, Pusat Pembelanjaan/
Pertokoan [ Mall/ Pasar Pergudangan dan
Bangunan bertingkat sejenisnya.



(2) Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi :
a. Rumah Susun Negara;
b. Rumah Susun Umum:
¢. Rumah Susun Khusus; dan
d. Rumah Susun Komersial.

(3) Rumah Susun Komersial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, meliputi apartemen,
kondominium, flat dan sejenisnya.

Paragraf 11
Dasar Pengenaan Pajak Atas Rumah Susun

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan PBB-P2atas Rumah Susun
vaitu NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. NJOP Bangunan Rumah Susun vang belum
dilakukan Pertelaan; dan

b. NJOP Bangunan Rumah Susun yang telah
dilakukan Pertelaan.

(3) NJOP Bangunan Rumah Susun yvang belum
dilakukan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. NJOP Bumi; dan
b. NJOP Bangunan.

(4) NJOP atas Bangunan Rumah Susun yang telah
dilakukan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, terdiri dari:

NJOP Bumi;

NJOP Bumi Bersama;

NJOP Bangunan; dan

NJOP Bangunan Bersama.
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Pasal 31

(1) Untuk menetapkan besarnva NJOP Bumi dan
NJOP Bangunan atas Bangunan Rumah Susun
yang belum dilakukan Pertelaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. NJOP Bumi diperoleh dengan cara
mengalikan LT keseluruhan dengan NJOP
Bumi per meter persegi; atau

b. NJOP Bangunan diperoleh dengan cara
mengalikan Luas Bangunan keseluruhan
dengan NJOP Bangunan per meter persegi.



(2) NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan
PBB-P2 vaitu penjumlahan NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b,

Pasal 32

(1) Untuk menetapkan besarnya NJOP Bumi, NJOP
Bumi Bersama, NJOP Bangunan dan NJOP
Bangunan Bersama atas Bangunan Rumah
Susun yang telah dilakukan Pertelaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (4],
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. NJOP Bumi diperoleh dengan  cara
mengalikan LT dengan NJOP Bumi per meter
persegi;

b. NJOP Bumi Bangunan diperoleh dengan cara
mengalikan NPP dengan LTB atas Bangunan
Strata Title dan dikalikan dengan NJOP Bumi
per meter persegi;

c. NJOP Bangunan diperoleh dengan cara
mengalikan LUB atas Bangunan Strata Title
dengan NJOP Bangunan per meter persegi;
atau

d. NJOP Bangunan Bersama diperoleh dengan
cara mengalikan NPP dengan LBB atas
Bangunan Rumah Susundan dikalikan
dengan NJOP Bangunan per-meter persegi,

(2) NJOP sebagai dasar pengenaan vaitu NJOP hasil
penjumlahan dari NJOP Bumi, NJOP Bumi
Bersama, NJOP Bangunan dan NJOP Bangunan
Bersama.

Paragraf 12
Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan atas Bangunan Rumah Susun

Pasal 33

(1) Dasar pengenaan Bagunan Rumah Susun yang
masuk kategori Objek Pajak PBB-P2 dengan
karakteristik khusus ditetapkan sebesar 0,2%
(nol koma dua persen).

(2) Perhitungan pengenaan PBB-P2 yang terutang
atas Bangunan Rumah Susun tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Paragraf 13
Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Atas Bangunan Rumah Susun

Pasal 34

(1) Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dilakukan pemecahan
SPPT PBB-P2 berdasarkan kepemilikan atau
kepenghunian.

(2) Pemecahan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak mengesampingkan atau
menghilangkan Tanah/Bumi Bersama dan Bangunan
Bersama.

(3) Pemecahan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut;
a. atas Tanah/Bumi Bersama dan Bangunan

Bersama telah dilakukan Pertelaan dengan

dilengkapi bukti pendaftaran usulan daftar

Pertelaan dari instansi yang berwenang apabila

belum diterbitkan surat keputusan pengesahan

Pertelaan;

fotokopi sertifikat unit atas nama pengembang;

data pembeli berdasarkan AJB atau vang masih

dalam bentuk PPJB;

fotokopi bukti pelunasan PBB-P2;

fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaan;

fotokopi identitas diri pemohon;

asli dan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berkenaan;

dan
h. surat kuasa bermaterai cukup, jika dikuasakan.

(4) Pemecahan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), didasarkan atas permohonan tertulis
dari wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan.
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Paragraf 14
Mutasi Subjek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas
Bangunan Rumah Susun

Pasal 35

(1) Mutasi subjek dalam SPPT PBB-P2dari pengembang
kepada pembeli/pemilik atau mutasi kepada
pembeli/pemilik  berikutnya  dapat  diberikan
berdasarkan permohonan tertulis dari pembeli/
pemilik (Wajib Pajak) atau kuasa Wajib Pajak.



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

fotokopi sertifikat atas nama pengembang atau

pemilik sebelumnya;

fotokopi akta jual beli:

fotokopi bukti pelunasan BPHTB;

ai
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Lunas PBB-P2 ;

fotokopi identitas diri pemohon;
surat kuasa bermaterai cukup, jika dikuasakan:

dan

fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan

Paragraf 1

Prosedur Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak Daerah

Pasal 36

(1) Wajib Pajak wajib menghitung dan mengisi SSPD.
(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:
a lembar 1
b lembar 2
¢ lembar 3
d lembar 4
e lembar 5
f lembar6

: untuk Wajib Pajak sebagai

bukti pembayaran.

¢ untuk  tempat  pembayaran

BPHTB

: untuk Badan Pendapatan

Daerah disampaikan oleh Wajib
Pajak.

: untuk kasir Badan Pendapatan

Daerah.,

» Untuk PPAT /notaris/kepala

kantor lelang/pejabat lelang/
pejabat pertanahan,

: Untuk pembukuan pada Badan

Pendapatan Daerah.

(3) Formulir SSPD tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



Paragraf 2
Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan Secara Online

Pasal 37

(1) Kepala Badan Pendapatan berwenang
menghubungkan sarana perangkat di setiap
PPAT/KPKNLyang dipilih Wajib Pajak dengan
sistem informasi pendapatan daerah secara
Online ke dalam sarana dan sistem informasi
transaksi Wajib Pajak BPHTB untuk pelaporan
data transaksi Wajib Pajak.

(2) Sarana dan sistem informasi data transaksi
Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah sarana dan sistem
informasi besaran data transaksi BPHTB Wajib
Pajak yang digunakan PPAT/KPKNL untuk
mencatat/ merekam /menginput setiap
transaksi dari masyarakat/Subjek Pajak yang
merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah
sesuai  ketentuan  Peraturan Perundang-
undangan.

Paragraf 3

Pembayaran atau Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas

(1)

(2)

(3)

Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 38

Wajib  Pajak melakukan pembayaran atau

penyetoran  Pajak  yang terutang dengan

menggunakan SSPD.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank vang

ditunjuk.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan

perjanjian  pengikatan jual beli sebelum

ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan -

a.jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak
terutang, Waijib Pajak mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b.jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak
melakukan pembayaran kekurangan
dimaksud,



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 4
Penelitian

Pasal 39

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a.kesesuaian NOPD vang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NOPD vang tercantum:
I.dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2

lainnya; dan

2. pada basis data PBB-P2.

b.kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi vang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c.kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi
vang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NJOP Bangunan per meter persegi pada basis
data PBB-P2;

d.kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi
nilai perolehan Objek Pajak, NJOP, NJOP tidak
kena pajak, tarif, pengenaan atas Objek Pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus
dibayar;

e.kebenaran penghitungan BPHTB vang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung
sendiri; dan

[ kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk
kriteria  pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf d meliputi perolehan hak karena

wans dan hibah wasiat.

Kriteria  pengecualian  objek BPHTB  bagi

masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf [ yaitu untuk

kepemilikan rumah pertama dengan kriteria

tertentu vang ditetapkan oleh Walikota,

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian

kemudahann pembangunan dan perolehan rumah

bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang

diatur oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1

(satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap

SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.



(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari
jumlah  Pajak terutangWajib Pajak wajib
membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 5
Prosedur Penetapan Lebih Bayar

Pasal 40

(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :

a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari
vang seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran Pajak vang seharusnya
tidak terutang; atau

¢. pembayaran Pajak atas transaksi yang
dibatalkan.

(2) Prosedur penetapan lebih bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
PelaporanPembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
dan/atau Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 41

(1) PPAT atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

b.melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan
jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau
Bangunan kepada Walikota melalui Kepala
Badan Pendapatan Daerah paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyva.
(2) Dalam hal PPAT atau notaris melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a.denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b.denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.



(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

Kepala Kantor yvang membidangi pelayanan lelang

Negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang;
dan

b. melaporkan risalah lelang kepadaKepala Daerah
melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang

Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada avat (3) dikenakan sanksi sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah bertugas:

a. melakukan pemantauan dan penelitian tentang
kebenaran, kelengkapan, isi dan tertib
penyvampaian laporan bulanan pembuatan
perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta
atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan;

b. mengenai sanksi administratilf berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada avat

(1) dan ayat (3) tidak disampaikan, maka Badan

Pendapatan Daerah memberikan surat teguran

kepada PPAT/Notaris atau Kepala KPKNL.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

1.

Pasal 42

Sanksi administratil ditagih dengan STD dan
merupakan penerimaan Daerah yang dibayarkan ke
Kas Daerah dengan menggunakan STS atau bukti
pembayaran lain yang sah.

Bentuk STD dan STS scbagai tanda bukti
pembayaran Denda sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

PPAT /Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara dalam pembuatan akta
atau risalah lelang Perclehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan membuat laporan yang
ditunjukan kepada Kepala Badan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk kepentingan:

a. BPHTB;

b. Pelaporan mutasi subjek dan objek PBB-P2:
dan

¢. Data awal adanya perubahan data yuridis
dan/atau berikut data fisik atas tanah atau
milik atas satuan rumabh.

Bagian Ketiga
Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 44

Untuk  mendapatkan data  Wajib Pajak,

dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap

Wajib Pajak baik vang berdomisili di dalam maupun

diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di

wilayah Daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diawali dengan

mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa

formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) diberikan kepada setiap Wajib Pajak.

Setiap Waijib Pajak PBJT khususnya Jasa Makanan

dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan dan Jasa

Kesenian dan Hiburan yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, wajib

mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya

dengan mengegunakan formulir  pendaftaran

scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan

dilampiri:

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi warga
negara Indonesia atau paspor bagi warga negara
asing,

b.akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan
hukum bila ada;

c.izin yang dimiliki dan/atau Surat Pernyataan
Segera mengurus perizinan bagi vang belum
memiliki izin;

d. surat pernyataan operasional; dan

¢. denah lokasi usaha.



(9)

()

(7)

(8)

(9)

Untuk mendapatkan data Wajib Pajak PBJT Jasa
Parkir, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Pajak yang dilengkapi dengan bukti
surat perjanjian kerjasama pengelolaan Parkir
dengan Perumda Bhukti Praja Sewakadamabaik
yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah
Daerah yang memiliki Objek Pajak di wilayah
Daerah.
Untuk setiap Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir yang
telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
dengan  menggunakan formulir  pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan
dilampiri:

a. fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara
Indonesia atau paspor bagi warga negara asing;
dan/atau

b.akta pendirian perusahaan bagi vang berbadan
hukum bila ada.

Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak,

Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan

pendataan dengan jelas, lengkap dan benar dan

disampaikan kepada Kepala Badan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan sejak

diterima SPOPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

kerja, maka Kepala Badanatau Pejabat yang
ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD
bagi Wajib Pajak vang tidak mendaftarkan diri atau
melaporkan usahanya, namun telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan data
vang dipercleh dari pihak lain dan/atau dimiliki

Badan Pendapatan Daerah.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan

melaporkan usahanya ditetapkan sebagai Wajib

Pajak dan diberikan NPWPD,

(10)Khusus untuk PLN sebagai Wajib Pajak Daerah

dapat tidak diterbitkan NPWPD sepanjang
melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(I1)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini,



Pasal 45

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan
NPWPD dan sckaligus diberikan surat penetapan dan
pengukuhan selaku Wajib Pajak  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 46

NPWPD dicabut apabila:

a.

a e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Waijib
Pajakdinyatakan tutup yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari instansi yang berwenang atau
surat formal dari Wajib Pajak;

tidak memiliki Utang Pajak atau dapat
menyelesaikan Utang Pajak;

izin operasional dicabut;

alih kontrak/ganti pemilik/penanggung jawab yang
tidak jelas;

ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha
pailit; dan

pindah tempat usaha.

Pasal 47

Penyelenggara  layanan  Parkir  berkewajiban
menyediakan Karcis Parkir, tanda bukti dan/atau
tanda bayar resmi dan sah sebagai bukti
pembayaran penerimaan layanan Parkir.

Pengadaan Karcis Parkir untuk tempat Parkir yang
merupakan aset milik Daerah dan dikelola oleh
Perumda menjadi tanggung jawab Perumda.
Pengadaan Karcis Parkir pada tempat Parkir yang
pengelolaan Parkir dilakukan oleh perorangan,
badan dan Desa Adat merupakan tanggung jawab
perorangan, badan dan Desa Adat tersebut yang
dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama
penyelenggaraan layanan Parkir.

Setiap lembar Karcis Parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diporporasi oleh
Badan Pendapatan Daerah sebagai alat bukt
pembayaran yang sah kecuali bagi tempat Parkir
yang menggunakan alat Parkir elektronik.

Karcis Parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar
resmi dan sah paling sedikit memuat;

a. bagian yang terdiri dari:

l. bagian pertama merupakan bukti pembayaran
yang diberikan kepada pemakai Jasa Parkir
dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima)
inci dan lebar 2,5 (dua koma lima) inci;



2. bagian kedua yang merupakan potongan karcis
digunakan oleh penyelenggara Jasa Parkir,
dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar
2,5 (dua koma lima) inci; dan

3. bagian ketiga yang merupakan potongan karcis

digunakan sebagai pertinggal, dengan ukuran
panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua koma
lima) inci.

b.data yang terdiri dari;

. angka tahun yang sedang berjalanan;

nomor seri;

nama jenis pungutan:

nomor hukum pungutan;

nomor urut Kareis Parkir;

besarnya tarif Parkir:

waktu masuk dan keluar kendaraan; dan

nomeor polisi kendaraan.

Paragraf 2
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Cdien 2l Sl g

Pasal 48

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri wajib melakukan
pelaporan dengan mengisi E-SPTPD vang akan
dijadikan dasar perhitungan, penetapan dan
pembayaran Pajak.

(2) E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar, lengkap.

(3) Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan yang
meliputi penjualan barang atau jasa yang termasuk
objek PBJT wajib melakukan Pemungutan Pajak
yang bersangkutan pada saat barang atau jasa
diserahkan.

(4) Wajib Pajak yang memanfaatkan Tenaga Listrik
harus  melakukan Pemungutan Pajak atas
penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(5) Pengakuan dan perhitungan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
bersamaan dengan pengakuan dan perhitungan
pendapatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

(6) Khusus untuk PLN wajib membuat berita acara
rekonsiliasi dan pemeriksaan daftar rekapitulasi
rekening listrik per kode tarif pelanggan Pajak
sebagai dokumen pendukung kelengkapan SPTPD.

(7) PBJT yang telah dipungut disetor ke kas Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.



(8)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dikecualikan terhadap PBJT sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) vaitu Jasa Hiburan insidentil dengan

ketentuan mendaftarkan penyelenggara hiburan ke

Badan Pendapatan Daerah dengan membawa surat

permohonan penyelenggaraan event/dengan

berisikan:

a. melaporkan jumlah Tiket dan/atau Tiket
Elektronik:

b. mencantumkan harga, nomor seri tanda masuk
dan Klasifikasi Tiket; dan

c. melakukan porporasi terhadap Tiket dalam
bentuk karcis.

Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya dan apabila pada tanggal

tersebut tidak dilakukan pelaporan maka akan

diberikan surat pemberitahuan/teguran dengan

Jatuh tempo pada tanggal 15 (lima belas) bulan

bersangkutan.
Pasal 49

E-SPTPD PBJT harus disampaikan kepada Walikota
melalui Kepala Badan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) dengan jatuh tempo tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya dengan dilampirkan
keterangan dan/atau dokumen pendukung.

Surat Pemberitahuan/Teguran penyampaian
E-SPTPD dikeluarkan 5 (lima) hari sebelum jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jangka 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak
yang terutang.

Surat Pemberitahuan/Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat
pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur
dan/atau cuti bersama maka penyampaian
E-SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya
setelah hari libur dan/atau cuti bersama.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

Paragraf 3
Pembayaran, Penyetoran,
Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 50

Pembayaran Pajak dilakukan pada Bank yang
ditunjuk sebagai penerima Kas Daerah.

Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan
kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang
diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah
secara Elektronik.

Kode pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak memiliki masa kedaluarsa.

Untuk  mempermudah Wajib Pajak  dalam
melakukan  pembayaran secara  elektronik,
Pemerintah Daerah menunjuk Bank persepsi
bekerjasama dengan Bank nasional lainnya, melalui
Portal Pembayaran dan Kanal Pembayaran yang
ditunjuk.

Pembayaran Pajak dengan cara transfer, baru dapat
dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada
Bendahara Penerima pada Badan Pendapatan
Daerah.

Bukti Pembayaran Pajak secara elektronik vang
diterbitkan merupakan bukti bayar yang sah
dipersamakan dengan SSPD.

Dalam rangka akuntabilitas penerimaan
pendapatan, Bendahara Penerimaan melakukan
validasi dan rekonsiliasi secara periodik dengan
Bank persepsi.

Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti
pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

Pembayaran PBJT dilaksanakan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak. Dikecualikan untuk Pajak
Hiburan yang bersifat insidentil.

Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur
dan/atau cuti bersama maka pembayaran
dilakukan pada hari kerjaberikutnya setelah hari
libur dan/atau cuti bersama tanpa dikenakan
denda.



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

Pasal 52

Pajak yang masih harus dibavar dalam SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterbitkan.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak yang masih harus
dibayar scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
selanjutnya disebut Utang Pajak.
Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau mengalami keadaan diluar
kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan
mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya,
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling
lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo
pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti
yang mendukung permohonan, serta:
a.jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk
diangsur, masa angsuran, dan besarnya
angsuran; atau
b.jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk
ditunda dan jangka waktu penundaan.
Dikecualikan terhadap pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar
kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak
mampu melunasi Utang Pajak tepat pada waktunya,
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diajukan dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam
Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat
Persetujuan Penundaan Pembayaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menyetujui atau menolak
permohonan angsuran dan/atau penundaan
pembayaran Pajak.



(9) Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan
Penundaan Pembayaran dan Surat Pemberitahuan
Penolakan  Angsuran dan/atau Penundaan
Pembayaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pembukuan

Pasal 53

(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan
STPD dicatat dan dihimpun dalam rekapitulasi
sesuai dengan sistem aplikasi,

(2) Dokumen yang telah dicatat dan dihimpun dalam
rekapitulasi sesuai dengan sistem aplikasi.

Pasal 54
(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha setiap
bulan wajib menyvelenggarakan
pembukuan /pencatatan,

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar
sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung
besarnya Pajak terutang,

Paragraf 5
Mekanisme Pembayaran

Pasal 55

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

a.Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau
kurang dibayar;

b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau
salah hitung; dan

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

(2) Walikota  menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang
paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap
bulannya.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan yang menyebabkan jumlah Pajak vang
harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagithan Pajak dan harus dilunasi sebelum
tanggal jatuh tempo.



(4) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu
perseratus) sebulan.

Paragraf 6
Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 56

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Walikota untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan  atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya
permohonan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib
Pajak dianggap dikabulkan dan Walikota atau
Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai
dengan permohonan yang diajukan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak
dimaksud.

(5) Apabila setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak
lainnya ternyata kelebihan pembayaran Pajak,
kurang/sama dengan Utang Pajak lainnya tersebut
maka Wajib Pajak menerima bulkti
pemindahbukuan, sebagai bukti
pembayaran/kompensasi dengan Pajak terutang
dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.

(6) Apabila Utang Pajak setelah
diperhitungkan /dikompensasikan dengan kelebihan
pembayaran Pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak
akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai
bukti pembayaran/kompensasi SKPDLB harus
diterbitkan.

(7) Pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(8) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Paragrafl 7
Sistem Pemeriksaan Pajak

Pasal 57

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib
Pajak  dalam menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak terhutang paling sedikit sekali
dalam 6 (enam) bulan.
Tujuan  Pemeriksaan yaitu untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
a. pemeriksaan lengkap; dan
b. pemeriksaan sederhana.
Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak
meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan
dan/atau tahun sebelumnya vyang dilakukan
dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang
lazim digunakan dalam pemeriksaan pada
umumnya.

Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:

a. dilapangan meliputi seluruh jenis Pajak untuk
tahun  berjalan dan/atau  tahun-tahun
sebelumnya yang diadakan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot
dan kedalaman yvang sederhana; dan

b. dikantor meliputi jenis Pajak tertentu untuk
tahun berjalan yang dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot
sederhana.

Pasal 58

(1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan

lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan
sebagai berikut:
a.pemeriksa harus memiliki tanda pengenal

pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah
Pemeriksaan;

b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis

tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada
Wajib Pajak;

c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal

pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
kepada Wajib Pajak;

d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan
diperiksa;



(2)

e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;

f. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan
berupa hal yang berbeda antara SPTPD dengan
hasil pemeriksaan;

g. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam
dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas)
hari sejak selesainya pemeriksaan;

h.pemeriksa dilarang memberitahukan kepada
pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan

I. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib
Pajak mengenai penvelenggaraan pembukuan
atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai
pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan
dengan pemeriksaan vang dilakukan, dengan
tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau
pencatatan dan pemenuhan kewajiban
perpajakan untuk tahunselanjutnva
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor

berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai

berikut:

a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yvang
ditandatangani oleh Walikota melalui Badan
Pendapatan Daerah untuk memanggil Wajib
Pajak agar datang ke Kantor Badan Pendapatan
Daerah dalam rangka pemeriksaan:

b.pemeriksa wajib melaksanakan maksud dan

tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
akan diperiksa;

- pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan:

-pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis

kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan
berupa hal yang berbeda antara SPTPD dengan
hasil pemeriksaan;

e. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam
dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak
selesainya pemeriksaan;

f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada
pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu vang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan

oo



g pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib

Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan
atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai
pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan
dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan
tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau
pencatatan dan pemenuhan kewajiban
perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norma
pemeriksaan sebagai berikut:

(2)

a.

b.

E.

pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau
lebih Pemeriksa;

pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa,
di Kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha
atau di tempat tinggal atau ditempat lain yang
diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha
atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain
yvang ditentukan oleh Walikota:

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan
dapat dilanjutkan diluar jam kerja jika
dipandang perlu;

hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan;

hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui
oleh Wajib Pajak dibuatkan Surat Pernyataan
tentang persetujuan dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak vang bersangkutan;

terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak
atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib
Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir
Pemeriksaan; dan

berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan
SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

Wajib Pajak saat diperiksa berpedoman pada norma
pemeriksaan sebagai berikut:

a.

b.

Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan
pemeriksaan baik di lapangan maupun di
Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa
untuk memperlihatkan Surat Perintah
Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa:
Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa
untuk memberikan penjelasan tentang maksud
dan tujuan pemeriksaan;

Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa
rincian yvang berkenaan dengan hal-hal yang
berbeda antara hasil pemeriksaan dengan
SPTPD;



e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat
pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil
pemeriksaan disetujui;

f. Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara
Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan
tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;

B. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan
peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen
vang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;

h. Wajib Pajak wajib memberikan ijin untuk
memasuki tempat atau ruangan yvang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan

L. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang
diperlukan.

Pasal 60

(1) Pedoman Umum Pemeriksaan sebagai berikut :

a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah atau Tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Walikota diberi tugas untuk melaksanakan
pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

b. pemeriksa harus bekerja dengan  jujur,
bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat
terbuka, sopan dan obyektif serta wajib
menghindarkan dir dari perbuatan tercela;

c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa
dengan menggunakan gambaran yang sesuai
dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib
Pajak; dan

d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam
Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk
menyusun Laporan Pemeriksaan,

(2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului
dengan program pemeriksaan, sesuai dengan
tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan
yang seksama;

b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan
petunjuk  vang  diperoleh, vang harus
dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui
pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan
tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
dan

c. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus
didasarkan pada bukti yang kuat dan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



(3) Pedoman Laporan Pemeriksaan sebagai berikut:

a.

laporan pemeriksaan disusun secara rinci,

ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup

dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan

pemeriksaan yang didukung bukti yvang kuat

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan

terhadap ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, dan memuat pula pengungkapan

informasi lain yang diperlukan;

laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan

pengungkapan penyimpangan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah harus

memperhatikan:

1. faktor pembanding;

2. nilai absolut dari penyimpangan;

3. sifat, bukti dan petunjuk adanya
penyimpangan;

4. pengaruh penyimpangan;dan

5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 61

(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara:

a.

memeriksa tanda pelunasan Pajak dan
keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan
kewajiban perpajakan Daerah;

memeriksa buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari
media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnva;

meminjam buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari
media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan
tanda terima;

. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari

Wajib Pajak yang diperiksa,

memasuki tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang,
barang, yang dapat memberi petunjuk tentang
keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat
lain yang dianggap penting serta melakukan
pemeriksaan ditempat tersebut;

melakukan penyegelan tempat atau ruangan
tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau
Wakil atau Kuasanya tidak memberikan
kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan dimaksud atau tidak ada ditempat
pada saat pemeriksaan; dan

meminta keterangan dan/fatau bukti vang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak vang diperiksa.



(2)

(1

(2)

(3)

(4)

Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa
tanda pelunasan Pajak, buku, catatan dan
dokumen  pendukung lainnya  termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat
elektronik pengolahan data lainnya;

b. meminjam buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari
media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan
tanda terima;

c. memeriksa buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari
media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnva;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
Wajib Pajak vang diperiksa; dan

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak vang diperiksa.

Pasal 62

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya
tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan  sepanjang ada pihak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili
Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan
selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan
pada kesempatan berikutnya.

Untuk  keperluan pengamanan pemeriksaan,
sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa
dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan
yang diperlukan.

Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan
dilanjutkan  setelah  dilakukan  penundaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak
atau Wakilnya atau Kuasanya tidak juga ada
ditempat pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan
terlebih dahulu meminta Pegawai Wajib Pajak yang
bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna
membantu kelancaran pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya
tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
serta memberikan yang diperlukan Wajib Pajak atau
Wakilnya atau Kuasanya harus menandatangani
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan
yang bersangkutan harus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran
Pemeriksaan.

Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran
Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk
penetapan besarnya Pajak terutang secara Jabatan
atau dilakukan penyidikan.

Pasal 63

Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN,
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Apabila penghitungan besarnya Pajak yang terutang
dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD,
perbedaan besarnya Pajak diberitahukan kepada
Wajib Pajak.

Pasal 64

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap
diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari
setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan
lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada
Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai
dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib
Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak
menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara
jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan vyang
disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (3) tidak
dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan
penyidikan.



(6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti

(1)

(2)

permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang
perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan
dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.

Paragraf 8
Teknis Pemeriksaan Pajak

Pasal 65

Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka
memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya
untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT,
atau STPD,
Sasaran Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:
a. Sasaran Pemeriksaan jasa perhotelan yaitu:
l. memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar
serta contract rate;
2. memeriksa laporan laba rugi (profit and loss
statement);
3. memeriksa data penjualan harian (daily sales
report);
4. memeriksa data penjualan kas dan kredit
pada buku besar (ledger);
5. memeriksa data penjualan kredit dengan

daftar piutang;

6. memeriksa data penjualan dan pengumuman
service,

7. memeriksa daftar pembayaran gaji dan service
karyawan;

8. memeriksa bukti transfer Bank untuk

pembayaran gaji dan  service (bukti
pendebetan rekening hotel di Bank);

9. memeriksa Voucher Payment atau bukti
pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan
service pada rekening koran Bank:

10. memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran gaji dan service pada rekening
koran Bank; dan

11. memeriksa Laporan Guest In House (Laporan
tamu Check in dan Check out).
b.Sasaran Pemeriksaan Jasa Makanan dan/atau
Minuman vaitu:
1. memeriksa jumlah penjualan Makanan dan
Minuman;

2. memeriksa bill pembayaran vyang telah
diporporasi dan menggunakan nomor urut
tercetak;
memeriksa laporan harian cashier,
memeriksa buku kas; dan
memeriksa pembayaran service dan bukti
pembayaran service.

B R



¢. Sasaran Pemeriksaan Pajak Hiburan vaitu :

1. memeriksa Karcis Tanda Masuk vang telah
diporporasi dan menggunakan nomor urut
tercetak;

2. memeriksa Buku Kas, Rekening Koran,
Catatan persediaan Karcis Tanda Masuk,
laporan jumlah pengunjung;

3. memeriksa laporan penerimaan kas; dan

4. memeriksa pembayaran service dan bukti
pembayaran service.

d.Sasaran Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan
yaitu;

l. memeriksa daftar rekapitulasi rekening listrik
dengan dilampiri rekening listrik pelanggan
bagi PLN; dan

2. memeriksa  penggunaan listrik/taksiran
penggunaan listrik bagi non PLN.

e. Sasaran Pemeriksaan Pajak Parkir sebagai
berikut:

1. memeriksa jumlah penjualan tiket Parkir;

2. memeriksa bill pembayaran vang telah
diporporasi dan menggunakan nomor urut
tercetak;
memeriksa laporan harian eashier;
memeriksa buku kas; dan
memeriksa pembayaran service dan bukti
pembayaran service.

i T

Pasal 66

(1) Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan catatan vang

(2)

(3)

dibuat dan/atau bukti yang dikumpulkan oleh

pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan

pemeriksaan yang disusun secara sistematis,

sehingga merupakan rekaman dari semua temuan,

kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam

pelaksanaan tugas pemeriksanya.

Materi KKP meliputi :

a. identitas Wajib Pajak Daerah;

b.uraian hasil pengamatan lapangan terhadap
usaha Wajib Pajak;

¢. dasar Pengenaan Pajak Daerah; dan

d. piutang Pajak Daerah.

Uraian hasil pemeriksaan meliputi:

a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan
penyampaian SPTPD;

b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran
Pajak terutang melalui SSPD;

¢. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan
atau pembukuan yang digunakan oleh Wajib
Pajak;

d. hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Bill
porporasi;



e. hasil pemeriksaan terhadap tingkat hunian
kamar (occupancy rate), khusus bagi hotel dan
sejenisnya; dan

[. hasil pemeriksaan terhadap rekapitulasi rekening
listrik khusus bagi PLN atau penggunaan
listrik /taksiran listrik khusus bagi non PLN.

Pasal 67

(1) Dalam penetapan jabatan, media vang harus
diperhatikan sebagai berikut:

a.surat Tugas Pemeriksaan dan Surat perihal
permintaan untuk menyerahkan data oleh Wajib
Pajak;

b. berita acara penolakan kelancaran pemeriksaan
yang ditandatangani oleh pemeriksa apabila surat
pernyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya;

¢. berita acara penolakan penandatanganan berita
acara hasil pemeriksaan; dan

d. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak.

(2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan:

a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan
Kertas  Kerja  Pemeriksaan tahun/periode
scbelumnya, kemudian di rekapitulasi dan
diberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk
periode vang diperiksa;

b. melakukan pengamatan dan membuat Berita
Acara;

c. membuat perbandingan antara lain transaksi
dengan nilai SSPD;

d. menghitung kewajiban Pajak terutang;

e. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
Daerah; dan

[. membuat SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 68

Blanko yang digunakan dalam Pemeriksaan Pajak
Daerah seperti, Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak
Daerah, Surat Pernyataan, dan Berita Acara
Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Paragraf 9
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan

Pasal 69

(1) SKPDKB diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo
yakni tanggal 16 (enam belas) tiap bulannya.

(2) Apabila tanggal jatuh tempo penyampaian SPTPD
Jatuh pada hari libur, maka penerbitan SKPDKB
Jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 70

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak  terutangnya Pajak, Walikota dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang
dibavar;

b. SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota
dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB
yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat
kelebihan pembayaran Pajak, Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

(7) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada Wajib Pajak oleh petugas pada Badan.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 71

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.,
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
huruf b dikenakan sanksi administratil berupa
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per
bulan dari Pajak vang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnyva Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang
dibayar untuk jenis Pajak PBJT khususnya jasa
Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan,
Hiburan dan Jasa Parkir.

Jumlah kekurangan Pajak vang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 70
ayat (4) dikenakan sanksi administratil berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT.

SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan,



Pasal 72

(1) Kegiatan penetapan secara jabatan terdiri dari:

a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar
Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau
keterangan  lain, karena SPTPD tidak
disampaikan dan telah disampaikan Surat
Teguran untuk melaporkan SPTPD;

b. menerbitkan SKPDKB dan membuat daftar
SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak
Daerah,;

c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data
baru dan/atau data vang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah Pajak yang terutang; dan

d.apabila SKPDKB/SKPDKBT vang diterbitkan
tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi
administratif berupa bunga dengan menerbitkan
STPD.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) huruf d
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Bagian Keempat
Pemungutan Pajak Air Tanah
Paragraf 1

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
Pasal 73

(1) Ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan
dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan
penggunaan meter air (water meter], sedangkan
yang belum mempergunakan meter air (water
metery  didasarkan pada tafsiran dengan
berpedoman pada data pendukung yang ada di
lapangan berupa kapasitas pompa antara lain:

a. lamanya penggunaan pompa;

b. konversi penggunaan air terhadap hasil
produksi; dan

¢. alat ukur lainnya.

(2) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah
pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air
selama 3 (tiga) bulan terakhir,

(3) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
dihentikan sementara atau selamanya maka
Wajib Pajak diharuskan melaporkan kepada
Badan Pendapatan Daerah.



(4) Bentuk dan isi Data Objek dan Subjek Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 74

(1) Berdasarkan data Objek Pajak dan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4),
petugas pada Badan Pendapatan Daerah
menectapkan Pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya belum diadakan pendataan data Objek
Pajak dan Subjek Pajak, maka ketetapan Pajak
untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan
sama dengan bulan lalu.

(3) Dalam  hal ketetapan Pajak dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pada
bulan berikutnya ditemukan bahwa pemakaian Air
Tanah sebagaimana tercatat dalam meter air (water
meter) terdapat kekurangan atau kelebihan
pemakaian, maka ketetapan Pajaknya
diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil
pemeriksaan meter air,

(4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 75

(1) Dasar pengenaan Pajak yaitu Nilai Perolehan Air
Tanah,

(2) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung secara progresif
dengan mengalikan volume pengambilan Air Tanah
dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Walikota tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah.

(3) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan dengan Tarif Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 76

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
bayar; dan
b.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda sebesar 1% (satu
persen).
(2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2]

Paragraf 3
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran,
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 77

Walikota menetapkan penyetoran dan pembayaran
paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap
bulannya.

Pembayaran Pajak dilakukan pada Bank BPD
Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan
Pendapatan Daerah.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara
Penerimaan Badan Pendapatan Daerah, hasil
penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah
paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 78

Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda

dalam hal perusahaan mengalami kerugian.

Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam

tahun bersangkutan.

Tata cara pembayaran angsuran dan/atau

penundaan  dilakukan  dengan  mengajukan

permohonan secara tertulis dengan Bahasa

Indonesia kepada Walikota up. Kepala Badan

dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas
lainnya;

b. NPWPD; dan

c. laporan keuangan perusahaan.

Pasal 79

Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknva
diberikan SSPD secbagai tanda bukti pembayaran
Pajak.

Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti
pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Kelima
Pemungutan Pajak Reklame

Paragraf 1

Jenis Reklame
Pasal 80

Jenis Reklame dikelompokan menjadi :

a. Reklame berdasarkan penyelenggarannya;

b. Reklame berdasarkan jenis medianya;

¢. Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat
penyelenggarannya;

d. Reklame berdasarkan dimensinya; dan

e. Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi.

Paragraf 2
Reklame berdasarkan Penyelenggarannya

Pasal 81

(1) Reklame berdasarkan penyelenggaraannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a,
terdiri dari:

a. pemilik reklame/produk; dan
b. perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame.

(2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan
atas nama sendiri.

(3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
merupakan Badan yang bergerak di bidang Jasa
Periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragrafl 3

Reklame Berdasarkan Jenis Medianya
Pasal 82

Reklame berdasarkan jenis medianya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri dari:
a. Reklame elektronik yang terdiri dari megatron,
videotron dan large electronic display;
b. Reklame Papan berupa:
1. billboard;dan
2. sign net.



¢. Reklame Kain berupa:
1. spanduk;
2. umbul-umbul;
3. bendera;

4. flag chain;

5. tenda, krey;

6. banner;

7. giant banner, dan

8. standing banner.

Reklame melekat atau stiker;

Reklame bergerak;

Reklame Udara;

Reklame Apung; dan

Reklame Peragaan.
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Paragraf 4
Reklame Berdasarkan Durasi Waktu dan Sifat
Penyelenggaranya

Pasal 83

Reklame berdasarkan durasi waktu dan sifat
penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal BO huruf ¢, terdiri dari :

a. Reklame Terbatas meliputi:

1. Reklame elektronik; dan
2. Reklame papan.

b. Reklame Insendentil meliputi :

1. Reklame kain;

2. Reklame melekat;

3. Reklame bergerak;
4. Reklame udara;

5. Reklame apung; dan
6. Reklame peragaan.

c. Reklame Permanen yang berupa Reklame papan
nama atau papan identitas usaha atau jasa,
berupa:

1. papan nama toko; dan
2. papan nama kantor/jasa profesi.

Pasal 84

Dalam hal Reklame Permanen dikombinasikan
dan/atau diintegrasikan dengan Reklame Terbatas
atau Reklame Insendentil maka jenis Reklame akan
dikategorikan sebagai Reklame jenis Terbatas atau
Insendentil.



Paragraf 5
Reklame Berdasarkan Dimensinya

Pasal 85

Reklame  berdasarkan dimensinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdiri dari:

a. Reklame kecil yang ukurannya <8 m2 (kurang dari
atau sama delapan meter persegi);

b. Reklame sedang yang ukurannya > 8 m2 dan < 24
m2 (lebih dari delapan meter persegi dan kurang
dari atau sama dua puluh empat meter persegi); dan

c. Reklame besar yang ukurannya > 24 m2 (lebih dari
dua puluh empat meter persegi).

Paragraf 6
Reklame Berdasarkan Nilai Strategis

Pasal B6

(1) Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e,
terdiri dari:

a. Reklame kelas utama merupakan Reklame vang
ada di jalan protokol;

b. Reklame kelas [ merupakan Reklame yang ada di
jalan ekonomi; dan

¢. Reklame kelas 11 merupakan Reklame vang ada
di jalan lingkungan.

(2) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 7
Pendaftaran dan Pendataan Reklame

Pasal 87

(1) Untuk mendapatkan data  Wajib Pajak,
dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap
Wajib Pajak, baik yang berdomisili di dalam
maupun di luar wilayah Daerah, yang memiliki
Objek Pajak di wilayah Daerah,

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diawali dengan
mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa
formulir pendaftaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini serta
diberikan kepada Wajib Pajak.



(3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, wajib
mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
dengan menggunakan formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
melengkapi  syarat-syarat  permohonan  ljin
Penyelenggaraan Reklame,

(4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib
Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran
dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar
dan disampaikan kepada Badan Pendapatan
Daerah,

Pasal 88

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan
NPWPD, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 89

NPWPD dicabut apabila:

a. kegiatan usaha penyelenggaraan reklame yang
dilaksanakan oleh Wajib Pajak ijinnya tidak
diperpanjang, dibatalkan dan/atau dicabut;

b. tidak memiliki Utang Pajak;

alih kontrak/ganti pemilik; dan/atau

ada putusan pengadilan yang menvatakan usaha

pailit.

oo

Paragraf 8
Penerbitan dan Penyampaian SKPD

Pasal 90

(1) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah
menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif Pajak dengan Nilai Sewa
Reklame.

(3) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan

- oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Paragrafl 9
Pembayaran, Penyetoran,
Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 91

Pembayaran Pajak dilakukan di kas Daerah atau
Bendahara Penerimaan.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan, hasil
penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah
paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya
diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembavaran
Pajak.

Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti
pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 92

Pembayaran Pajak harus dilakukan sckaligus atau
lunas.

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penvetoran Pajak

(1)

(2)

terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk
penyelenggaraan  Reklame  terbatas dan/atau
permanen, serta 1 (satu) hari untuk Reklame
Insidentil terhitung sejak diterbitkan Surat
Ketetapan.

Pasal 93

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, vang
menyebabkan jumlah Pajak vang harus dibavar
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterbitkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau
menunda pembavaran Pajak yang masih harus
dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yvang
selanjutnya disebut Utang Pajak, dalam hal Wajib
Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga
Wajib Pajak utdak akan mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.



(3)

(4)

(3

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling
lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo
pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan, serta:
a.jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk
diangsur, masa angsuran, dan besarnya
angsuran; atau
b. jumlah pembayaran Pajak vang dimohon untuk
ditunda dan jangka waktu penundaan.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami
keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga
Wajib Pajak tidak mampu melunasi Utang Pajak
tepat pada waktunya.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus diajukan dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan
Walikota ini.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] diteliti untuk dijadikan bahan dalam
Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat
Persetujuan Penundaan Pembayaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menyetujui atau menolak
permohonan  angsuran dan/atau penundaan
pembayaran Pajak.
Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan
Penundaan Pembavaran dan Surat Pemberitahuan
Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Paragrafl 10
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 94

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Walikota untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan  atas permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya
permohonan.



(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yvang diajukan oleh Wajib
Pajak dianggap dikabulkan dan Walikota atau
Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai
dengan permohonan vang diajukan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak
dimaksud.

Apabila setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak
lainnya ternyata kelebihan pembayaran Pajak,
kurang/sama dengan utang Pajak lainnya tersebut
maka Wajib Pajak menerima bukti
pemindahbukuan, sebagai bukti
pembayaran/kompensasi dengan Pajak terutang
dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
Apabila Utang Pajak setelah
diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan
pembayaran Pajak ternyata lebih, maka Wajib
Pajakakan menerima bukti pemindah bukuan dan
sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB
harus diterbitkan.

Pengembalian  kelebihan  Pembayaran  Pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
surat perintah membayar kelebihan Pajak.

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.

Paragraf 11
Keberatan dan Banding

Pasal 95

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanyva

kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas

suatu:

a. SKPDLB; dan

b. SKPDN.

Syarat pengajuan keberatan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas;

b. melampirkan foto copy SKPDLB, dan SKPDN;

c. melampirkan SSPD  sebagai tanda bukti
pembayaran;

d. melampirkan laporan keuangan dan bukti
pendukung lainnya; dan



e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPDLB, dan SKPDN, kecuali
Jjika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah wvang telah
disetujui Wajib Pajak.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

(6) Formulir Surat Keberatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.

Pasal 96

Pemeriksaan keberatan Pajak dilakukan oleh Tim
Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh
Walikota,

Pasal 97

(1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam
Buku Register.

(2) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah
berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang
berkaitan dengan pengajuan permohonan
keberatan.

(3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan
keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian
dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
mi.

(4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan
dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota
ini.

(5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Pajak yang terutang.



(6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan
diterima.

(7) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Pajak yang terutang.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) telah lewat dan Walikota tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan,

Pasal 98

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada badan peradilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Walikota.

Bagian Keenam
Surat Tagihan Pajak

Pasal 99

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak terutangnya Pajak, Walikota melalui Kepala
Badan dapat menerbitkan STPD.

(2) Walikota melalui Kepala Badan dapat menerbitkan
STPD untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan
penctapan Walikota dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
alau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

(3) Walikota melalui Kepala Badan dapat menerbitkan
STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal
ini:

a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;

b.hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran secbagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh
Waijib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.



(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a
dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang
bayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1 %
(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang
kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 100

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar

Penagihan Pajak.

Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo

pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan

imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh

tempo pembayaran atau pelunasan, dapat

dilakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Walikota menunjuk Kepala Badan untuk

melaksanakan penagihan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4

berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita
Pajak;

b. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis;

¢. Surat  Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus;

d. Surat Paksa;

e. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

f. Surat Perintah Penyanderaan;

g. Surat Pencabutan Sita;

h. Pengumuman Lelang;

1. Surat Penentuan Harga Limit;

J- Pembatalan Lelang; dan

k.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak.



(6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7

(8)

(9)

(10)

(11)

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 101

Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 diawali dengan penerbitan Surat
Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang
Pajak oleh Penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum
melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak
diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak vang telah
disetujui untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak, atas Utang Pajak vang
diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
schbagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
dilakukan  setelah melewati jatuh  tempo,
diterbitkan Surat Paksa tanpa di dahului Surat
Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak.

Apabila Pajak yvang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat
paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat
vang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan
Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan
penyitaan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berwenang melaksanakan penjualan
secara lelang melalui kantor lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat
setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
dilakukan penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya
untuk membayar Utang Pajak yang belum dibavar,



Pasal 102

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan
Seketika dan sekaligus apabila;

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
Penanggung Pajak memindahtangankan barang
vang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan  atau  mengecilkan  kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak
akan membubarkan badan usahanya,
menggabungkan usahanva, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak
oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.

Pasal 103

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan,
terhadap  Penanggung Pajak yang tidak
menunjukan iktikad baik melunasi Utang Pajak
dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal
tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau
penvanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya
Utang Pajak atau terhentinya pelaksaanaan
Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DERAH

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 104

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi
terutang vang ditetapkan dalam SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan vang berbentuk
elektronik maupun non elektronik ke kas Daerah
atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku
pemungut.

Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik
belum tersedia, pembayaran atau penyetoran
Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai
dan menyetorkan ke Kas Umum Daerah dalam
jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)
jam.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada avat (1) menyetorkan
seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Khusus penerimaan Retribusi yang mengunakan
mata uang selain rupiah dibayarkan dengan nilai
tukar rupiah yang berlaku pada saat penerbitan
SKRD.

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelavanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh
Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan
diberikan.

Format SKRD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pelaporan Retribusi Daerah

Pasal 105

Pelaporan penerimaan Retribusi bagi Perangkat
Daerah yang sudah memiliki sistem informasi secara
terintegrasi dilakukan secara real time.

Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki sistem
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaporan dilakukan paling lambat setiap tanggal 10
bulan berikutnya dan saat dibutuhkan secara
elektronik.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui
Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi Yang Terutang dan
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 106

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, baik

berbentuk dokumen elektronik maupun non

eletronik.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon,

kartu langganan, surat perjanjian, dan surat

pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan

atau perizinan elektronik.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar

tepat pada waktunya atau kurang membayar

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran

sclama 14 (empat belas) hari, ditagih dengan

menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:

a.Surat Teguran [ setelah 30 (tiga puluh) hari
diterbitkan STRD:

b. Surat Teguran 11 setelah 15 (lima belas) hari dari
diterbitkan Surat Teguran I; dan

c. Surat Teguran Il setelah 7 (tujuh) hari dari
diterbitkan Surat Teguran I1.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat

Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan

Retribusi Daerah
Pasal 107

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan,
dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau
sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi
Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar
Wajib Retribusi  atau tingkat likuiditas Wajib
Retribusi paling sedikit berupa lahan pertanian vang
sangat terbatas, tanah dan Bangunan vang ditempati
Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai Objek
Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak
yang lerdampak bencana alam, kebakaran, huru-
hara, kerusuhan dan/atau mengalami keadaan
memaksa (force majouer] yang berpengaruh langsung
kepada Objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi.
Wajib Retribusi mengajukan permohonun
keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas
pokok retribusi dan/atau sanksinya secara tertulis
kepada Walikota cqg. Kepala Perangkat Daerah
Penghasil vang dilengkapi surat-surat atau dokumen
yang membuktikan kebenaran alasan
permohonannya.

Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas
pokok retribusi dan/atau sanksinya diberikan secara
selektif dan setelah melalui verifikasi.

Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi
tersebut  dituangkan dalam Surat Pernyataan
Keringanan,  Pengurangan, dan  Pembebasan
Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL

(1)

(2)

PAJAK DAN RETRIBUS] KEPADA DESA
Pasal 108

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari
hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil
Pajak dan Retribusi.

Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan:

a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata

kepada seluruh Desa; dan



(3)

b.40% (empat puluh persen] dibagi secara
proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan
Retribusi dari Desa masing-masing.

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada aya:

(2) huruf b dibagi secara proporsional berdasarkan

realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan

Retribusi dari setiap Desa.

BAB VIII
TATA CARA PENGECUALIAN DENDA DALAM HAL
WAJIB PAJAK MENGALAMI KEADAAN KAHAR

Pasal 109

(1) Terhadap Wajib Pajak vang tidak menyampaikan

(2)

(3)

Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu vang
ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa
denda.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal
dunia;

b.Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

¢. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
warga negara asing vang tidak tinggal lagi di
Indonesia;

d.bentuk Usaha Tetap vyang tidak melakukan
kegiatan lagi di Indonesia;

e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku;

f. bendahara yang tidak melakukan pembayaran
lagi;

g Wajib Pajak yang terkena bencana, yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain.

Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf h yaitu Wajib Pajak yang tidak dapat

menampilkan Surat Pemberitahuan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan karena keadaan
antara lain:

a. Bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain  berdasarkan  pertimbangan
Walikota.



(4) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan
Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan untuk Waris dan/atau Hibah Wasiat
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Pengurangan dan Keringanan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk
Waris dan/atau Hibah Wasiat;

b. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah
dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 79
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2019 Nomor 79);

¢, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013
tentang Tata Cara  Pengurangan  atau
Penghapusan Sanksi  Administratif  Dan
Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (Bphtb), Pajak Reklame, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di
Kota Denpasar(Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2013 Nomor16) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15
Tahun 2020 TentangPerubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan
Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Pajak
Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan
Pajak Hotel Di Kota Denpasar (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 15);



d. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014

A

tentang Sistem Dan Mekanisme Pemungutan
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014
Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020
tentang Sistem Dan Mekanisme Pemungutan
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020
Nomor 77);

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014
Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2020 Nomor 11});

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2014 Nomor 52) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Denpasar
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020
Nomor 16);



h. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014
Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 14);

i. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat
Akta / Notaris dan Kepala Kantor vyang
Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam
Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan
Hak Atas Tanah dan/ Atau Bangunan (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat
Pembuat Akta / Notaris dan Kepala Kantor yang
Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam
Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan
Hak Atas Tanah dan/ Atau Bangunan(Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);

Jj. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan

Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/

atau Bangunan (BPHTB) secara Online (Berita

Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 17)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) secara

Online (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun

2020 Nomor 7);

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Sistem Dan Mekanisme Pemungutan Pajak

Parkir (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017

Nomor 2);

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penerbitan dan Pengisian Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Parkir Secara

Online (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun

2017 Nomor 3);

m. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Secara

Online (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun

2017 Nomor 5);



n. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan
Sanksi Administratifl dan Pengurangan Atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6);

0. Peraturan Walikota Nomor 31Tahun 2017
tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota DenpasarTahun 2017
Nomor 31});

p. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Dacrah Kota
Denpasar Tahun 2014 Nomor 21);

q. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2020 Nomor 5):

r. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemungutan  Pajak
Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2020 Nomor 37);

s. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak (Beriita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 14); dan

t. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 35).

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,



Pasal 111

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Februari 2024

WALIKOTA DENPASAR,

—

1 GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar




LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN KOTA DENPASAR

Klas

Pengelompokan Nilai Jual Bumi
(Rp/m?)

Nilai Jual Objek Pajak
Bumi (Rp/m?)

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

> 67.390.000,008/d 69,700.000,00
> 65.120.000,00s/d 67.390.000,00
> 62.890.000,00s/d 65.120.000,00
> 60.700.000,00s/d 62.890.000,00
> 58.550.000,00s/d 60.700.000,00
> 56.440.000,00s/d 58.550.000,00
> 54.370.000,00s/d 56.440,000,00
> 52.340.000,00s/d 54.370.000,00
> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00
> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00
> 46.490,000,00 s/d 48.400.000,00
> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00
> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00
> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00
> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00
> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00
> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00
> 34.240.000,00s/d 35.870.000,00
> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00
> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00
> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00
> 28.120.000,00 s/d 29,590.000,00
> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00
> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00
> 23.950.000,00s/d 25.300.000,00
> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00
> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00
> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00
> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00
> 17.800.000,00 s/d 18,950.000,00
> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00

68.545.000,00
66.255.000,00
64.000.000,00
61.795.000,00
59.625.000,00
57.495.000,00
55.405.000,00
53.355.000,00
51.345.000,00
49.375.000,00
47.445.000,00
45.555.000,00
43,705.000,00
41.895.000,00
40.125.000,00
38.395.000,00
36.705.000,00
35.055.000,00
33.445.000,00
31.875.000,00
30.345.000,00
28.855.000,00
27.405.000,00
25.995.000,00
24.625.000,00
23.295.000,00
22.005.000,00
20.755.000,00
19.545.000,00
18.375.000,00
17.245.000,00




Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak
(Rp/m?) Bumi [Rp/m?)
032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00
033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00
034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00
035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00
036 > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00
037 > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00
038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00
039 >9.250.000,00s/d 10.040.000,00 9.645.000,00
040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00
041 > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 8.145.000,00
042 > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 7.455.000,00
043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00
044 > 5.900.000,00s/d 6,490.000,00 6.195.000,00
045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00
046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00
047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00
048 > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00
049 > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00
050 > 3.200.000,00s/d 3.550.000,00 3.375.000,00
051 > 3.000.000,00 s/d 3,200.000,00 3.100.000,00
052 > 2.850.000,00s/d 3.000.000,00 2.925.000,00
053 > 2.708.000,00 s/d 2,850.000,00 2.779.000,00
054 >2.573.000,00s/d 2.708.000,00 2,640.000,00
055 > 2.444.000,00s/d 2.573.000,00 2.508.000,00
056 >2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00
057 > 2.091.000,00s/d 2.261.000,00 2.176.000,00
058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00
059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00
060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722,000,00
061 > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00
062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00
063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00
064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00
065 > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00
066 > 855.000,00 s/d 977.000,00 916.000,00
067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00
068 > £655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00
069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00
070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00
071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00
072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394,000,00
073 > 308.000,00s/d 362.000,00 335.000,00
074 > 262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00
075 > 223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00
076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 200.000,00




Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak
(Rp/m?) Bumi (Rp/m?
077 > 142.000,00 s/d  178.000,00 160.000,00
078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00
079 >91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00
080 > 73.000,00s/d 91.000,00 82.000,00
081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00
082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00
083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00
084 > 23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00
085 > 17.000,00s/d 23.000,00 20.000,00
086 > 12.000,00s/d 17.000,00 14.000,00
087 > 8.400,00s/d 12.000,00 10.000,00
088 > 5.900,00 s/d 8.400,00 7.150,00
089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00
090 > 2.900,00 s/d 3.500,00 4.100,00
091 > 2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00
092 > 1.400,00 s/d 2.000,00 1.700,00
093 > 1.050,00s/d 1.400,00 1.200,00
094 > 760,00 s/d 1.050,00 910,00
095 > 550,00 s/d 760,00 660,00
096 >410,00 s/d 550,00 480,00
097 > 310,00 s/d 410,00 350,00
098 > 240,00 s/d 310,00 270,00
099 > 170,00 s/d 240,00 200,00
100 s 170,00 140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK

PAJAK SEKTOR PERKOTAAN KOTA DENPASAR

Pengelompokan Nilai Jual Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak

- (Rp/m?) Bangunan (Rp/m?)
001 | > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00
002 > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00
003 | > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00
004 > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 12.050.000,00
005 | > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
006 > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 10.150.000,00
007 > 8.850,000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00
008 > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00
009 > 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00
010 > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00
011 > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 6.225.000,00
012 > 5.130.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00
013 > 4.500.000,00 s/d 5.150,000,00 4.825.000,00




Klas | Pengelompokan Nilai Jual Bangunan Nilai Jual Objek Pajak
[Rp/m?3) Bangunan [Rp/m?)
014 > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00
015 > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 3.625.000,00
016 > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00
017 > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00
018 > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00
019 > 1.666.000,00s/d 2.000.000,00 1.833.000,00
020 > 1.366,000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00
021 > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00
022 >902.000,00s/d 1.034.000,00 968.000,00
023 > 744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00
024 > 656.000,00s/d  744.000,00 700.000,00
025 > 534.000,00 s/d 656.000,00 595.000,00
026 > 476.000,00s/d  534.000,00 505.000,00
027 > 382.000,00 s/d 476.000,00 429.000,00
028 > 348.000,00 s/d 382.000,00 365.000,00
029 > 272.000.00s/d  348.000,00 310.000,00
030 > 256.000,00 s/d 272.000,00 264.000,00
031 > 194,000,00 s/d 256.000,00 225.000,00
032 > 188.000,00s/d  194.000,00 191.000,00
033 > 136.000,00s/d  188.000,00 162.000,00
034 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00
035 > 104.000,00s/d  128.000,00 116.000,00
036 >92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00
037 > 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00
038 > 68,000,00 s/d 74.000,00 71.000,00
039 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00
040 < 52.000,00 50.000,00




PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

A. Gambaran Umum

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan
pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses
pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Badan Pendapatan
Daecrah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke
fungsi pendataan.

B. Pihak Terkait
1. Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau
bangunan.

2. Fungsi pelavanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sebagai media wajib pajak mendaftarkan objek pajak mereka.
Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang
dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi
pendataan,

3. Fungsi pendataan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang
didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi pendataan
juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah.
Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip
maupun basis data.

C. Langkah-Langkat Teknis
Langkah |

Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian
SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar).
Kemudian, fungsi pelayanan akan menvediakan dokumen-dokumen
tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan fungsi pelayanan
sendiri dan/ atau bank/ kantor pos yang ditunjuk.



Langkah 2

Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah
ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib
pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian
SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak

sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Langkah 3

Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan
memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani
wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak
sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Langkah 4

Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian
SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin
mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah
diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

ngkah 5

Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi
pedataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan
melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebiit tetapi jika
tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data
SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis
data SPOP setelah revisinya selesai.
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PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK

A. Gambaran Umum
Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan

Badan Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara
langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan
berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga
mendokumentasikan data-data tersebut bersama fungsi pengolahan
data.

B. Pihak Terkait

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan / atau
bangunan.

2. Fungsi Pendataan

Merupakan bagian dari organ Badan Pendapatan Daerah yang
mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan
yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan
hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke dalam
arsip.

3. Aparat Perbekel /Kelurahan

Aparat desa membantu fungsi pendataan untuk memberikan stiker
nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak serta
mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak kepada fungsi
pendataan.

4. Fungsi Pengolahan Data

Salah satu fungsi dalam Badan Pendapatan Daerah ini akan merekam
data-data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam basis data
mereka.



C. Langkah - Langkah Teknis

Langkah 1

Fungsi pendataan melekukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke
lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara
langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian
pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat
dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB,
jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

Langkah 2

Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan
informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun
organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah
itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/ Perbekel/
Kelurahan dan sarana pendukung.

Langkah 3

Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data
objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan
pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk
memperoleh data wajib pajak, yaitu:

3.1 Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

- Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket,
peta desa/ Perbekel/Kelurahan. Sket/ peta blok ini kemudian
akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek
pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan
memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta
sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan
subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip.

- Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak [NOP)
terhadap objek pajak yang didata dan juga mengedintifikasi
kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas Dusun dan
lingkungan.



3.2 Mengukur Bidang Objek Pajak

-

Berdasarkan sket, peta desa/ Perbekel /Kelurahan serta sket relatif
bidang, fungsi pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan
menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.

Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek
pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada
wajib pajak.

Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib
pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan,

3.3 Mengidentifikasi Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta Perbekel/Kelurahan serta sket relatif
bidang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan
memberi NOP berdasarkan data tersebut.

Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada
SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut
kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi,

Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut, Setelah itu, wajib
pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3.4 Mengklarifikasi Data Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/ Perbekel/Kelurahan serta relatif
bidang, fungsi pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan
data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi
pendataan akan menyalin data vang tersedia ke SPOP. Jika ada
perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan revisi
terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan
data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan
diserahkan ke wajib pajak.

Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib
pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.



Lan -

Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi.
Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan
diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP
yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan
sket/ peta blok/ ZNT.

Langkah 5

Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta
blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan
meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke fungsi
pengelolaan data.

Lan hé6

Fungsi pengelolaan data menyimpan data- data ini ke dalam basis data
mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke fungsi
pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan dokumen-

dokumen ini kedalam arsip yang sesuai.
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PROSEDUR PENETAPAN OBJEK PBB-P2

A. Gambaran Umum

Prosedur penetapan ini mencakup tahapan fungsi penetapan dalam

mencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT, fungsi
penetapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB. Disamping

i, prosedur ini juga mencakup proses keberatan'yang mungkin

diajukan oleh wajib pajak.

8

. Pihak Terkait

Fungsi Pengelolaan Data

Fungsi pengolahan data merupakan pihak yvang menyediakan basis-
basis data: data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta konsep net sket/
peta ZNT untuk digunakan oleh fungsi penetapan.

. Fungsi Penetapan

Fungsi penetapan merupakan pihak yang mencetak SPPT, SSPD serta
daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan berbagai basis
data yang disediakan serta menyampaikannya ke tempat pembayaran
PBB.

. Tempat Pembayaran PBB

Petugas di tempat pembayaran PBB adalah pihak yang menyerahkan
DHKP lembar pertama kepada petugas pemungut, SPPT dan WP, serta
menyimpan DHKP lembar kedua dan SSPD didalam arsip mereka,

. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB sekaligus
memiliki hak untuk mengajukan keberatan jilka merasa ada
ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terutang yang harus
dibayar.

. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan pihak yang menerima data-data yang
disampaikan wajib pajak dalam rangka mengajukan keberatan serta

memverifikasinya.



6. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan pihak yang membuat surat keputusan
mengenai  keberatan yang diproses berdasarkan berita acara
pemeriksaan.

. Langkah Langkah Teknis
Langkah 1

Fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT),surat setoran pajak daerah (SSPD), serta dua lembar daftar
himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta
blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang diperoleh dari fungsi
pengolahan data.

Langkah 2

Fungsi penetapan menyerahkan DHKP serta SSPD ketemnpat
pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB akan menyimpan SSPD dan
lembar pertama DHKP kedalam arsip masing-masing kemudian
menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi
penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui
tempat pembayaran PBB.

Langkah 3

Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang
mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan,
SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang
diperlukan kepada fungsi pelayanan.

Langah 4

Fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, SPPT /
surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan
oleh wajib pajak. Jika tidak sesual, keberatan tidak dapat diproses
sehingga data-data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak terkait.
Namun jika sesuai, data-data tersebut akan diteruskan ke fungsi
perhitungan dan keberatan.



Langkah 5

Fungsi perhitungan dan keberatan memeriksa surat keberatan, SPPT/
surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses
lebih lanjut, fungsi perhitungan dan keberatan akan menerbitkan berita
acara (BA) pemeriksaan dan memberikannya ke Kepala Badan

Pendapatan Daerah.
Langkah 6

Kepala Badan Pendapatan Daerah membuat surat keputusan
berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi
penetapan untuk diteruskan ke wajib pajak.
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PROSEDUR PEMBAYARAN PEB
A. Gambaran Umum

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB
yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut,
tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos
tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik.

B. Pihak Terkait
1. Wajib Pajak

Wajib  pajak merupakan pihak vyang menyerahkan surat
pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik ke petugas pemungut,
tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat pembayaran
elektronik.

Z. Tempat Pembayaran PBB

Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan
pemungutan dan penerimaan akan memverifikasi dan
menandatangani SSPD, menyiapkan daftar realisasi peneriman
harian, menyetor PBB ke kas daerah dan membuat buku penerimaan
dan penyetoran.

3. Tempat Pembayaran Elektronik

Petugas di TPE akan mencatat pembayaran PBB yang dilakukan WP
melalui TPE terkait.

C. Langkah-Langkah Teknis

Terdapat tiga cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak,
yaitu ke petugas pemungut, ke tempat pembayaran yang ditunjuk, atau
melalui tempat pembayaran elektronik (TPE).

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketiganya.
Langkah 1

Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh
wajib pajak serta mencocokan data pada SPPT dan data di DHKP
(lembar pertama).



Langkah 2

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah
diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran
PBB.

Langkah 3

Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah disetorkan ke
kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara
penerimaan.

Langkah 4

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan kepada bendahara
penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

C.2 Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk
Langkah 1

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT
yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokan data wajib pajak,
kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama
SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran
PBB.

Langkah 2

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah
diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan
penyetoran PBB.

Langkah 3

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan
ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada
bendahara penerimaan. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat
pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS)
sebanyak dua lembar.



c3

Langkah 4

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar
pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan
lembar keduanya di dalam arsip.

Pembayaran PBB Ke Pembayaran Elektronik (TPE)
Langkah 1

Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas
pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM], telepon seluler dan/ atau internet, kepada TPE.

Langkah 2

TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar
kemudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke wajib pajak.
Kemudian, wajib pajak memberikan bukti bayar ke tempat
pembayaran PBB untuk memperoleh SSPD.

Langkah 3

Tempat pembayaran yang di tunjuk melakukan verifikasi atas SPPT
yang diserahkan oleh wajib pajak dan kemudian menandatangani
SSFD [tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib
pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

Langkah 4

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB vang telah
diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan
penyetoran PBB,

Langkah 5

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan
ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan kepada bendahara
penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD
di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank,
tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS)
sebanyak dua lembar.



Langkah 6

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudian menverahkan lembar
pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan

lembar keduanya didalam arsip.
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PROSEDUR KEBERATAN PBB

A. Gambaran Umum

Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian
keberatan PBB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
terhadap pengajuan keberatan PBB yang wewenang penyelesaiannya

merupakan wewenang Kepala Badan Pendapatan Daerah.

B. Pihak Terkait

1.

Wajib pajak
Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau
bangunan.

. Fungsi pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sebagai media wajib pajak mendaftarkan objek pajak mereka.
Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang
dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi

pendataan,

. Fungsi pendataan/Pemeriksaan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang
didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi pendataan
juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah.
Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip

maupun basis data.

C. Prosedur Kerja Penelitian Keberatan PBB

&

Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB yang telah memenuhi
persyaratan dan wewenang penyelesaiannya adalah wewenang
Kepala Badan Pendapatan Daerah serta pelaksanaan penelitian atas
keberatan PBB tersebut dilaksanakan oleh Badan, dari Petugas
pelayanan menyerahkan berkas pengajuan keberatan, dan Lembar
Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan kepada Kepala Sub.
Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan setelah menerima berkas dari Petugas
Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Sub.Bidang Keberatan
untuk membuat Surat Tugas Penelitian.



10.

11,

12.

Pelaksana Ekstensifikasi membuat konsep Surat Tugas dan
menyerahkan kepada Kepala Sub.Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep Surat Tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Bidang menecliti, menyetujui dan menandatangani Surat
Tugas.

Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas peneliti
(Pelaksana Seksi PBB, Penilai PBB, atau petugas lain yang ditunjuk
oleh Kepala Badan) melaksanakan penelitian di kantor.

Apabila tidak diperlukan rekomendasi penilaian, dilanjutkan ke
prosedur kerja I.13. Apabila diperlukan rekomendast penilaian,
petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Sub.Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan memerintahkan Pelaksana membuat
Surat Tugas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan
Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

Pelaksana Sub.Bidang Keberatan membuat konsep Surat Tugas dan
konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada
Kepala Sub.Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep surat kepada Kepala Bidang,

Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi meneliti, menyetujui dan
menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak. Surat Tugas
diserahkan kepada Petugas Pajak.

Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai
melaksanakan penilaian/penelitian di lapangan yang menghasilkan
Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran.
Berdasarkan  Analisis  Nilai/Laporan  Penilaian/Berita Acara
Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai membuat
dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan menyerahkan
KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara
Pengukuran kepada Petugas Peneliti, Prosedur kerja dilanjutkan ke
prosedur kerja 11.19.



13. Apabila menurut pertimbangan Petugas Peneliti tidak memerlukan

14.

16.

17.

18,
19.

20.

21.

22.

23.

rekomendasi penilaian, Petugas Peneliti mempertimbangkan apakah
perlu dilaksanakan penelitian di lapangan,

Apabila tidak diperlukan penelitian di lapangan, dianjutkan ke
prosedur kerja II.19. Apabila diperlukan penelitian di lapangan,
petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Sub.Bidang Keberatan
Kepala Sub.Bidang Keberatan memerintahkan Pelaksana membuat
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas
Pengajuan Keberatan PBB.

- Pelaksana Sub.Bidang Keberatan membuat konsep Surat Tugas dan

Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada
Kepala Sub.Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi meneliti, menyetujui dan
menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

Surat Tugas disampaikan kepada Petugas Peneliti dan Surat
Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB
disampaikan kepada Wajib Pajak.

Petugas Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan.

Petugas Peneliti membuat Konsep SK Keberatan berdasarkan
Laporan Hasil Penelitian (LHP) Keberatan PBB, menandatangani LHP
dan menyerahkan kepada Kepala Sub.Bidang Keberatan.

Kepala Sub.Bidang Keberatan meneliti, menandatangani Konsep SK
Keberatan dan LHP dan kemudian menyerahkan Konsep SK dan LHP
kepada Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi.

Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi meneliti, menyetujui dan
menandatangani Konsep SK dan LHP.

Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi memerintahkan Kepala
Sub.Bidang Keberatan untuk meneruskan berkas pengajuan
Keberatan Konsep SK Keberatan dan LHP kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah meneliti, menyetujui dan
menandatangani SK Keberatan PBB.



24. Salinan SK Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala
Bidang sebagai dasar untuk segera memperbaiki data objek pajak pada
basis data SIM PBB-P2 sesuai keputusan Keberatan .
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PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 YANG TERUTANG ATAS BANGUNAN
RUMAH SUSUN

CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 ATAS BANGUNAN RUMAH
SUSUN

(1) Perhitungan PBB-P2 atas Bangunan Rumah Susun sebelum dilakukan
Pertelaan :
Contoh:

Rumah Susun/Apartemen "A" memiliki data objek pajak sebagai berikut :

- Luas bumi = 10.000 m?
(LT)
- Luas bangunan = 20.000-m?
(LB)
- NJOP/m? Bumi = RP. 3.100.000,00
- NJOP/m? = RP. 4.200.000,00
Bangunan
- NJOPTKP = RP. 15.000.000,00
ditetapkan

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut :

OBJEK PAJAK LUAS (m?) NJOP (Rp/m?) Nilai (Rp)
Bumi 10.000 3.100.000 31.000.000.000
Bangunan | 20.000 4.200.000 84.000.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan ¥ 115.000.000.000
NJOPTKP 15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 114.985.000.000
Tarif
0,2%

| PBB-P2 terutang 299.970.000

*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

(2) Perhitungan PBB-P2 atas Bangunan Rumah Susun setelah dilakukan
Pertelaan:
Contoh:
Rumah Susun/Apartemen “A" pada contoh 1, dilakukan pemecahan/
pertelaan per satuan unit.

Data tambahan objek pajak adalah sebagai
berikut :
- Luas Bangunan Efektif (LBE) yang dapat
dijual = 12.500m?

- Luas Satuan Unit Bangunan (LUB) yang dijual = 21 m?



Perhitungan bumi bersama yang menjadi hak untuk unit satuan bangunan
dengan luas 21 m? adalah :

- Luas Bumi Bersama 10.000 m?

- Bagian Bumi = LUB xLT
LBE

- 21 X

= 10.000
12.500
17 m?

Bersama

Perhitungan bangunan bersama yang menjadi hak untuk satuan unit
bangunan dengan luas 21 m? adalah:
- Luas Bangunan
Bersama = LB- LBB
=20.000 m? - 12.500 m?
= 7.500 m?

- Bagian Bumi = LUB xLBB
Bersama LBE
= 21 x 7.500

12.500
= ]3 m?

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang untuk satuan unit bangunan dengan
luas 21 m? adalah sebagai berikut :

LUAS NJOP NILAI

OBJEK PAJAK (m?) (Rp/m?) (Rp)
Bangunan per unit 21 4.200.000 88.200.000
Bumi bersama 17 3.100.000 52.700.000
Bangunan bersama 13 4.200.000 54.600.000
NJOP sebagai dasar
pengenaan 195.500.000;
NJOPTKP 1 s.nua.unn‘
NJOP untuk perhitungan PBB-
P2 180.500.000
Tarif *) 0,2 %
PBB-P2 terutang 361.000

*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
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PROSEDUR PENETAPAN LEBIH BAYAR

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur Penetapan Lebih Bayar merupakan pengembalian dengan
penetapan SKPDLB oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar atas nama Walikota Denpasar.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Walikota Denpasar u.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya:

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. Nomor Objek Pajak (NOP);

c. besaran kelebihan pembayaran pajak; dan

d. alasan yang jelas dimaksud adalah kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain :

a. asli SSPD;

b. fotokopi surat keputusan keberatan/Putusan Banding atau surat
keputusan pengurangan;

c. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak
Baru/Putusan Hakim: dan

d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
diatas tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat permochonan vang diberikan oleh pejabat
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atau tanda pengiriman surat
permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran,



Langkah 2

Kelebihan pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak daerah atau surat keputusan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Atas
dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran,
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan
lerutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak. Perhitungan
tersebut dilakukan dengan pemindah bukuan.

Langkah 3

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas nama Walikota
Denpasar harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar meneliti dan memeriksa
berkas permohonan atas kebenaran administrasi yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Wajib Pajak atas kelebihan
pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak, Badan Pendapatan Kota Denpasar atas
nama Walikota Denpasar menerbitkan :

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak
lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atau tidak
seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Kelebihan pembayaran yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan sejak :

a. diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar.

b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan
timbulnya kelebihan pembayaran pajak.



Langkah 4

Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan oleh
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas nama Walikota
Denpasar dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB atau surat
keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran

pajak.
Langkah 5

a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun berjalan
dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening pajak
yang bersangkutan. Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat)
dengan peruntukkan sebagai berikut
a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank Operasional/Bendahara

Penerimaan
b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak
¢. Lembar ke-4 untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas nama Walikota
Denpasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak. Kelebihan pembayaran pajak karena
pengajuan keberatan atau permohonan banding vang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

b. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya

dibebankan pada belanja tidak terduga sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengajukan
permohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota
Denpasar Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran kelebihan
pembayaran pajak berdasarkan kelengkapan dokumen. Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar memproses
Keputusan Walikota Denpasar tentang penggunaan belanja tidak
terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun
anggaran yang lalu.

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar memproses penerbitan
SPD.

Keputusan Walikota Denpasar beserta kelengkapannya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diproses sesuai
ketentuan Perundang-undangan.



SURAT TEGURAN BPHTB

FEMERINTAH KOTA DENPASAR
G BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENFASAR TELEPON [036]1) 239079, 239080 FAX. (0361)
Nomor : Kepada
Lamp . ; h ¢ 1 SO,

Perihal : Teguran

Scsual dengon Kelentuan Persturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 38 Talun 2033 temtung Ketenusn
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah Pasal 60 ayul (1) dan (30, Pejabat Pembunt Akta Tanah/™Notards dan
Kepula Kantor yang membidangl pelayanan lelang negara melaporkan pembuntun Perjunjian Pen tan
Junl Bell dan/utan Akta stay ricalah lelang Peroleban Hik atas Tanah dan/atus Hangunan kepada
paling lambat setiap tanggal 10 (sepulub) bulsn berikutnya.

Maka dengae ini komi memberikon Tegurn kepads Ssudsra agar menysmpaikin Laporan Pembuatan
Penyanjian Pengikatan Jual Beli dan/aau Akta Risaloh Lelang *) Perolehun Hak Atas Tanah dan/atss Bungunin
bulan . tahun . paling bimbal tangenl . bulan .., tahun -,

Apabila Saudara tidak menyampaikan Laporsn dalam jamgks wake schigaimana dimaksud dalam Surat
Teguran ini, ouka akan dikenukan sanksi administratif berapa denda sebesar Rp...... . . untuk setiap
laporan, yang ditagih dengan Surst Tagihan Dends (STD)

Demilcian kami spmpaikan stas perhition dan kerjasamanya divcapkan terimy lasih

Kepala Radan Pendapatin
Kow Denpasar

*) Coret yang tidak perlu




STD BPHTB
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FEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. LETDA TANTULAR KO.12 DENPASAR TELEPON (0361)239079,239080 FAX. (0361) 261246

SURAT TAGIHAN DENDA (STD) NO URUT
BULAN
TAHUN

NAMA

ALAMAT

JABATAN I
TANGGAL JATUH TEMPO

I. Berdasarkan Ketentuan Persturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajaik Daerah dan Retribusi Daerah Pasal B0 ayat [1) dan (3]
ditentukan bahwa Pejabat Pembuat Akts Tanah/Notarls dan Kepala Kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli dan/atau Akta atan rizalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada Walikota paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

. Berdasarkan Surar Teguran Nomor..... tanggal...,. bulan, ... tahiin..... vang telah kami
sampuikan kepada Saudarn unruk menvampaikan Laporan pembuatan Perjanilan
Pengikatan Jual Beli danfatau Akta / Risalah Lelang *) Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan bulan..., whun... paling lambat tanggal... bulan..... tahum....,
Saudara belum jugn mengirimkan Laporsr yang dimaksud schinggn berdasarkan
ketentuan yang berlaku dikenakan Sanksi Administratif berupa denda yang harus dibayar
scbagal berikut ;

L. Jumlah Laparan
2. Sanksi Administratif ;

a. Denda HE
4. Jumlah yang harus dibavar {1 x 2a) Rp.
Dengan Huruf:
PERHATIAN :

1. Pembayaran atas sanksi administratif berupa denda dilalukan pada Kas Daerah dengan
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan dinvatakan lunas jika telah disahkan / divalidas|
2, Coret yang tidak periu

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar




STS BPHTB

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Q BADAN PENDAPATAN DAERAH

. LETDA TANTULAR NO.12 DENFABAR TELEFON [0361)239079,339080 FAX. (0361) 2612408

Setoran sepert] ini yang ke ... SURAT TANDA Model Bend. 17
Dalam tahun 20...... SETORAN Lembaran Ke : ..o
Setoran seperti ini yang terakhir telah
Mo & conoinasnna dilakukan pada tanggal ..o

Kepada Kas Daerah ............coccoeeeeeere... . Pembantu Kas daerah di. ..o

Harap menerima uang sebesar Rp. P il _.‘-"'"f

Dty e o P L A B e S S R

Yaitu :
Kasubag. Keuangan RIS | - [P O A PR DL 4 e Uang tersebut di atas diterima
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PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBJT
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BERITA ACARA
PENELITIAN LAPANGAN

Telah dilakukan penslitian lapangan untuk Pomutahiran Data Pajak Barang dan

Jasa Tertentu (PBJT) di Kots Dmp.:ur sesual Sural Tugas Tanggal

.............. s s JING @kan dilaksanakan pada tanggal
sid .atas  Wajib Pajake............. S
L uMum
1. Nama Pamilik / Pengeiola
3. Alamat e e e e b L ada L
I, DASAR HUKLIM
1. Undang - ugmmm mﬁ::hm unuugnuhungm Kouangan antara
2. Peraturan Daorah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daorah.
Tl  KELENGHAPAN PENELITIAN LAPANGAN
1. Sural Tugas Petugas Lepangan
1. Kslengkapasn Administrasi
[ seorp
2 tjin yang dimitiki
L] Foto Obyek Pajak
Lain laln ... T P
. KESIMPULAN MASIL PENELITIAN LAPANGAN DAN USUL | SARAN

Data Wajib Pajak seperti lersobut diatas kiranya dapat dimutahirkan | update pada
Dain Bass Pajak Barang dan Jssa Torentu (PEJT) pada Baden Pendapstan Dsorab

Kota Denpasar Sobasgal Wajib Pajak Daoral. ... ... .oinniisnins
Wajib Pajak Potighs Ha. Sub. Bid Pangsmbangan
Pamilik Pongelola Pendapatan Caorah

Ha.Bid Perencanaan dan an Pendapatan Danrah
Badan Pandapatan Donpasar

MIP.




SURAT PERNYATAAN

Yang bertonda tangan dibawal ini ¢

Nama Pemill /Pengebols  : oo
Nams Usaha : e
Alamt S R
No Telp/ Hp S e —

Dengan mi menyatakan bahwa setini dengan basll pendatman dari Badan Pendpaatsn

Daersh Koto Denpassr memang benar wsahs hami beluny' dakim peoses periman. Untuk itu
kami akan segera mengurus dan menvelesatkan periinan sesuai dengan pemtursn yang

berlaku

Demibian wmt pemystaan mi kami buat dengan sehenamya,



NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR TELEPON (0361) 239079230080 FAX,

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

NPWPD

NAMA

| ALAMAT

Denpasar, ....ooovenee Tabun oo

Kepals Badan Pendapaton Dacrah Kota Denpasar,

TGL BULAN TAHUN

I

PERHATIAN :

Harap disimpan baik baik, apabila hilang segera melaporkan ke Kantor Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar,

Kartu ini hendaknya dibawa apabila Ssudara akan membayar pajak berikutnya, atau
melakukan fransaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Dacrah Kota
Denpasar.

Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke keluar dari wilayah Kota Denpasar supaya
melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.




SURAT TEGURAN PBIT

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL LETDA TANTULAR NOLI2 DENPASAR TELEPON (0061) 238076 230080 FAX. 261246

Nolse: @ R sigzea? Tahun. ...
Lampiran : Kepada
Perihal - Pemberitahuan/Teguran Yth. Manajemen
NPWPD :
Alamat
Telp.
di -

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kami memberitahukan
kepada Wajib Pajak agar menyampaikan SPTPD beserta data pendukung vang
benar dan lengkap serta melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD paling
lambat ........ Ta—— ) hari setelah berakhirmya masa pajak.

Berdasarkan hal terscbut diatas, diberitahukan kepada saudara agar scgera
menyampaikan SPTPD beserta data pendukung yang lengkap dan benar uniuk
bulan ............. tahun ........... paling lambat tanggal ... (...........) bulan .............
tahun ...........

Apabila SPTPD tdak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud diatas, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administralif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak.

Apabila kewajiban mengisi SPTPD ndak dipenuhi, Pajak yung terutang
dihitung secara Jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Apabila Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban Perpajakan sebagaiamana
dimaksud diatas, maka Surat ini dapat diabaikan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Dacrah
Kota Denpasar,

NIP.
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eSSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH KODE BAYAR
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NPWIFD %
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| PEMBAY ARAN
JUMLAH PEMBAYARAN #p
DENCGAN HLRLF
JENIS SETORAN T sy Trasnfer Col 0 Na
TEMPAT PENYETORAN
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eSSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH KODE BAYAR

PR RSN A T A N AT AL

Balian PR PATAYS Bl Ran JENIS FJU-HH- PRIT
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| IDENTITAS |
NPWPD -
NAMA WANH PAJAK
ALAMAT
NO. TELEPFDN

| PEMEAY ARAN |
JUMLAH PEMBAYARAN tp

DHENCGAN HURLUT

JENIS SETORAN : b'lu\n [Jremte [ covbon

TEMPAT PENYETUHRAN

Maimar badlen Poncapaten Disral [ ] bk BPO) Bl M -
PERUNTURKAN PEMBAY ARAN
PIUT Lasa Perbossian Bulan Talum _
PIUT Sohalomman o st Mo Belan Tahum | S o2 ] o Joof o JoafolJoaf s | i Jaifor7]
FEIT Jaxs Kewonon das Hiboran Bulan Tales | S Jud] o Joojo [oa]oljoa] s |1 Jen]s]
Pagak Rehbams Balan Takes I L L ) I ) L9 L RN et |
PIIT Jasa Tenaga Lisirik Hukan Fabear
PEIT Jasn Parkis Balan Tl o1 ] o foofo [ealolfoo] s || o] ii]
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SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

U | | |
Kepada -
Perihal  : Pesmohonin Penundann Peinbuyaran ¥ih. Walikoia Denpasar up.
Pajak . Kepala Badin Pendapatun Dagral
Kota Denpasar
di-
Denpasat

Dengan hormat,
Sayn yany bertandn tsngun dibawah ini

Bertindak uniuk don stas nama

NPWID

Alamai ! - = Telpo

[engan inl saya mengajukan permohonan permmndazn pembayaren ates SKPDKB/SKPDKBT/STPD Surmt Keputusen Pembetulan /St
Keputusan Keberatan Putusan Banding ™' No. ... bulan . whus .

Yang akai jatuh tempo pada tangeal .. agar kKiranya tanggal jah tempo dapat diperpsenjang‘dinmda hinggs tanggal

Alasan pengajuan permobonan Angiuran inl |

I;nml:-un permobonan suya dengan harpan dapai dipenubn,

Tanda Terima
an, Kepals Badan Mendapatan Dacrah Kota Denpunar, Hormat Saya,
Pemohon

NIP,

“Coret yang tidak perfn




PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor : Kepadi ;
Lampirn ¥ih Walikeors Denpasar
Perihul  : Permabonan Pengembalian up.Kepala Badin Pendipatan Dairak
Ketchibhan Pembavaran Pajak Kota Denpasar
di=
Denpasar

Deengun horeral,

Sayn yang berumds agan dibawah ini

Alimat ;

TRREVEEE: | || TR
Bertindak untuk dan atas nama

NPWPD

Adiwmiat Ty PP i S 1] g | e [ e Tr,lp.,_._....__._._

Sesusi dengan SK KebersianPutusan Banding/Kelebthan Pembavaran stss SPTPD ™' No. o buldn
Deenjzan ini mengapukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah 1 Rp

Drengan humif |

W .tmt H Aa kbbb b feid A d bbb bbb b bbb +euit-bt bHd bbb iirib b dd b b 1 bt b m— o —

ialalaielabiiid it el ol PETTER NP P TR R ot  TRSE SR T E TR

Demikian permohonan ini dibust agar dapat disstujul, atas pertimbangannya saya ucapkin terimakasih.

Flormist Saya,
Pemohon

! Corer vang tdak periy




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERTSTAH KOTA DENPASAR
NO URUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB)

PEATAL b hisasniaies s swn sty oviasomsamispreai

TAHUN
NAMA
ALAMAT
NPWPD
NAMA PEMILIK/PENGELOLA

TANGOGAL JATUH TEMPO

. Berdasarkan Perdi Kotn Derpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pujak Diserah dan Retribusi Duerah telah dilakvkan
Pemenksaan aton Keterungan Lain mas peluksenain kewajiban Wb Pajsk.

I, Danl Pemeriksaan ata Keterangan Lain tersobut diatas, Penghivangan fumlah lebih bayar yang scharusmyn tidak temtang
adulah sebapn: benkut:

Dessar Pengenann Pajak Rp.

Pajak yang terutang Rp

Korelit Pajuk

n. Setoran yang dilalakin ®p.

b. Luin-lain Rp.

o Dikurngt kompensast kelebibhan ketahuan yang

akan datang/otang pajok Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (2 + b - ¢} ®p.

4. lumloh kelehiban pembayarsn Pokok Pajak (3d - 2) Rp.

5. Sanksi administract
. Bunga Kp.
b. Kenaikin Rp.
o Jurnluh sanks) sdministsif (a = b) p.

6. Jumlah lkebib bayar yang scharisnya tidak terutang (4 = Se) Rp

b o=

Dierghm huml':

PERHATIAN :
Pengembaliien Kelebihan Pemmbaynran Pajuk dilukukan pada Kas Daerb dengan menggunkan Surat Perininh Membivat
Kelebilan Pajak (SPMKP).

Denpasar, ..., A Tabwn ... :
a1 Kepols Badaon Pendopaton Duerah
Kaotn Denpatar/

Kepala Bidang ............. .

NIP.




BERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pada bt I ormrn T NEEAL. AU, o0 Tahen 2024 petugas pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah
Kota denpasar, Telah melakukan Pemeriksaan Pajak Dasrak terhadap

NPWPD

NamaWalb Pajak

Alamat

Periode Pemoriksagn

Dengan rincian pemeriksaan sebagal berikut :

Jumlah Pajak menwrut Hasi| PEmeniksamn. . s s Kp
Jumish Ketetapan Pajak [SPTPDYSKPDEB-I]. it it RBp
Jumiah Pajak Kurang BOYET, . e e Rp
lumiah Pajak Lebih Bayar .o p— PR T s bbb b e Kp
Denda Pajak (Kurang Bayar] ..o T A Rp
SarIH A BN i is e b et bin s ab bbb b sk bt o b itp
lumilah yang Masih Harus Disetor... o, ; ip

Urnian Memeriksaan;

Demikion Berita Acarn Pemeriksuan ini dibust dengan sebenarmyn uniuk dipergunakan sebiygalmana mestinya

Perugas Pelaksana Teknis
Narma Tlﬂda‘hnph
1. detua
1. Anggota
3 Anggota
4. Anggowa
WajibPajak
TandaTangandanStempel
| A I

fabatan:
No.Telp:



Nama WP

Alamat

Yang bertandatangan dibawah ini;

Dengan inl menyatakan hal-hal sebagai berikut:

L Batwa sesual dengan hasll pemeriksasn Petugas Pelaksana Telinly Badan Pendapatan Daerah
¥ota Denpasar mengenal Pajak ...........MEmMang benar terdapat kekurangan pokok pajak sebagas berikut ©

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Butan
Bulan
Bukan

Ditambah dengan sanks bunga setiap bulannya.

Desember ... Tahun
lanuan ... Tahup
Pebruar| Tahisn
Maret 7 Tanun
IO i Tahun
Mei ... Tashu;n
Jyni i _.Tatun
ML it Tahun
Agustys_ . Tahun
Sepiember_____ Tahun
Oktober, ... Tahun
Nopember ... Tahun

2083 sebesar

2043 . .. sebesar
AR sebesar
073 sebesar
P ier L S sabesar
piv = sebesar
it P& S sebesar
013 ... ... sebesar
023 sepessr

. - PR P T

Rp : s
PR

Rp,..
.
BR i i e

3 Bahwa saya bersedia menyetesaian kekurangan pajsk tersebiut di atas, dengan cara mencicll sebanyak ...
{iciiisininiwn] Kall angauran ditambah sanksi bungn sesual ketentusn yang berfaku,dan atau menyelesalkan

dengan melunasl kekurangan pajak bersangkutan sekaligus pads Bulan,

3 Bahwa disamping pembayaran kurang bayar pajak sebagaimana tersebut diates pada poin2, saya berjanfi dan
sanggup membayar pajak terutang tahun berjalan dan tabiun- tahun gelanjutns,

Demikizn surat pernyataan inl saya buat dengan sebenarnya dan bils tidak melaksanaksn, saya sanggup diberikan sanksi
sesusi prosedur yang berialo.

Denpasar, ...
Yang membuat pernyataan,

il-—mm--m--— 1SE g | et R _,...l'



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
SKPDKB-P

BADAN

(SKPDKB)-P MASA PAIAK

PENDAPATAN DAERAM
KOTA DENPASAR JEMIS PAJAN - PRIT

NOMOR

NIPWPD

Ohjck Pajuk
Jenis Ubjek Pajak
Mo, Telp

Alamat
Tgl. Jatuh Tempo

1. Dazar Pengenaan Pajak

2 Pajak Terhutang

3 Pajak Terhutang

&, Kompensasl Kelebihan Periade Sebelumnya

b. Satoran vang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumiah yang dapat dikreditkan [a+b+c)

4. Jumilah Kurang (Lebik) Pembayaran Pakok Pajak
[2-3d)

5 Sanksi Adminkstrasi

a. Bunga

b. Kenaikan

c. Jurrilah Sanksl Admindstrasl (asb)

6 Jumiah Yarng Masih Harus Dibayar

Dengan huruf

PERHATIAN:

|. Penyetoran dilzkukan sesuai dengan petunjuk pada cetakan tagihan.

2. Apablla pelunasan SKPDKE dilakukan setelah melewat! tanggal jatub tempo, maka akan dikenakan penambahan sanks

adminstrasi berupa bunga sebesar 1.8% par bulan,

Denpasar,

A, Kepals Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar Kepalz Bidsng Pengelaiaan

Pendapatan Daerah

NIP.




eSPTPD SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK

DISAMPAIKAN JENIS PAJAK : PBIT
KEPADA
WALIKOTA
DENPASAR
MELALUI
BADAN
PENDAPATAN
DAERAH KOTA
DENPASAR

B IDENTITAS
NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT

NO. TELEPON

0 PENDAPATAN |
1. PENYEWAAN KAMA :

2. JASA HOTEL LAINNYA : 0,00
3. PENJUALAN MAKANAN ] 0,00
MINUMAN

4, PENJUALAN PRODUK LAINNYA : 0,00

5, JASA ATAU SARANA HIBURAN : 0,00
6. LAIN-LAIN : 0,00

| PAJAK
7. JUMLAH PEN G PENGENAAN PAJAK : 1

8. PAJAK TERUTANG (10% X JUMLAH PADA ANGKA 7) 1 0,00

| TANDA TANGAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Denpasar,
Kepala Bidang Pengeloiaan Pendapatan Daerah MNama
Penanggung Wajib Pajak




SKPD-N

BADAN
PENDAPATAN
DAERAH KOTA
DENPASAR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPD)-N

MASA PAJAK

JENIS PAJAK : PBIJT NOMOR

NPWPD

Objek Pajuk
Jenis Objek Pajak
No. Telp

Alamat

Tgl. Jatuh Tempo

1. |Dasar Pengenaan Pajak

2. |Pajak Terhutang

3. |Pajak Terhutang

a. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

4. |lJumlah Kurang (Lebih) Pembayaran Pokok

Pajak
(2-3d)

5. |Sanksi Administrasi

a. Bunga (Psl. 19(1))

b. Kenaikan (Psl. 19(4))

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

6, |Jumlah Yang Masih Harus Dibayar

Dengan huruf

NIHIL

Denﬂasar;- T e T e P T

A.n. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar Kepala
Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

NIP.




SKPDLB

BADAN
PENDAPATAN
DAERAH KOTA
DENPASAR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB)

MASA PAJAK

JENIS PAJAK : PBIJT

NOMOR

NPWED
Objek Pajak
Jenis Objek Pajak

No. Telp

Alamat

Tel. Jatuh Tempo

1. |Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terhutang

Pajak Terhutang

a. Kompensasi Kelebihan Periode 5ebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Jumlah Kurang (Lebih) Pembayaran Pokok
Pajak
(2-3d)

Sanksi Administrasi

a. Bunga (Psl. 19(1))

b. Kenalkan (Psl. 19(4))

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

6,

Jumlah Yang Masih Harus Dibayar

Dengan huruf

Denpasar, .....ccccocvvninnin

A.n. Kepala Badan Pendapatan Dacrah Kota

Denpasar Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

NIP.




SKPDKB-)

BADAN
PENDAPATAN
DAERAH KOTA
DENPASAR

(SKPDKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

MASA PAJAK

JENIS PAJAK : PBIT

NOMOR

NPWPD

Objek Pajak
Jenis Objek Pajak
No. Telp

Alamat

Tel. Jatuh Tempo

1.

Dasar Pengenaan Pajak

2.

Pajak Terhutang

3

Pajak Terhutang

a. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Jumlah Kurang (Lebih) Pembayaran Pokok
Pajak
(2-3d)

Sanksi Administrasi

a. Bunga

b. Kenaikan

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

6.

Jumlah Yang Masih Harus Dibayar

Dengan huruf

PERHATIAN:

|. Penyetoran dilakukan sesual dengan petunjuk pada cetakan tagihan.
2, Apabila pelunasan SKPDKB dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo, maka akan

dikenakan penambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% per bulan.

Denpasar,........

A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Denpasar Kepala Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah

NIP.




eSPTPD SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

DISAMPALKAN
KEPADA WALIKOTA, JENIS PAJAK :
DENPASAR MELALLI

BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA

DENPASAR

MASA PAJAK

| IDENTITAS

NPWPD

NAMA WALIE PAIAK
ALAMAT

MO. TELEPON

| PENDAPATAN

1. PENYEWAAN KAMAR

2. JASA HOTEL LAINNYA

3. PENJUALAN MAKANAN MINUMAN
4, PENJUALAN PRODUX LAINNYA

5. JASA ATAU SARANA HIBURAN

6. LAIN-LAIN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

| PAJAK

8. JUMLAH PENDAPATAN SEBAGAI DASAR PENGEMAAN PAIAK
0.
JUMLAH PADA ANGEA 7)

PAJAK TERUTANG (10% X

0,00

0,00

L TANDA TANGAN

Badan Pendapatan Daerab Kota Denpasar
Kepala Bidang Pergelolaan Pendapatan Daerah

Denpasar,
Nama Penangaung Wajlb Pajak




eSPTPD SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH MASA PAIAK

DISAMPAIKAN IENIS PALAK - PRIT
KEPADA WALIKOTA
DEMPASAR MELALLY

BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA

DENPASAR

[ IDENTITAS

NPWPD

NAMA WAJIB PAIAK
ALAMAT

NO. TELEPON

[ PENDAPATAN

1, PENYEWAAN KAMAR
2. JASA HOTEL LAINNYA

3. PENJUALAN MAKANAN MINUMAN
4. PENJUALAN PRODUK LAINNYA

5. JASA ATAU SARANA HIBURAN

6. LAIN-LAIN

0,00
0,00

¥

0.00

0,00
8,00

PAJAK

1 JUMLAH PENDAPATAN
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK :
12

2 PAJAK TERUTANG [10% X
JUMLAK PADA ANGEA 7] i

0.00

0.00

{ TANDA TANGAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Danpasar,
Kapala Bldang Pengelolaan Pendapatan Daerah Nama Penanpeung Wajib Pajak




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan LetdaTantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAJAK AIR TANAH
NPWPD Ragian Bulan
Nama Wb ["ajak Tahun
Alamat Wah Pajak Tanggal Penctapan
Noama Peresahnan Tanggal jatuh Tempo
Alarmat Perusihaay Tovtal
Pemaninatan
Tanif Pajak Nilai Perolchsn Air Tanah (NPAT) Pask Terhutang
| F 4(1x2)
Total
Catntan : An Kepala Baden Pendupatun Dacrah

1. Pelunasan pajak techutang hares dilaksanakan
dalam batas valkoo paling loma 30 (ga puluh)
hati sejak SKPD ditetapkan.

2. Pembayuran  setelah  batus  wakin  vung
ditentukan  dikenakan: sanksi  sdmunisteonl
berupa bungi 2% | dua persen) sebulan,

i Pombayuran dlilakikan ks Kaa
DacrahBendahara Penerima Hadan
Pendaputan Decrab Kots Denpesar

Ditermma , gl

Kota Dienpasar,
Kepals Bideng Pengeloluan Pendapatan
Dacrah

1 |




PEMERINTAH KOTA DENPASAR BADAN
PENDAPATAN DAERAH
JALAN LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR NO, TELP
{0361) 239079, FAX. (0361) 261246

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAIAK AIR TANAH

NPWRD

Marma Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

No. Ketetapan

Buisn Pemakaian

Tahun

Tanggal Penetapan

Total Pemakaian A Tanah

Wlasifikas Pistugas
Volume (M3) Harga Dasar A Wilai Perolohan Air Tanah Tarif Pajak Pajok Terutang
1 2 3= (1x3] 4 5= (3nd)
20%
Catatan: Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Kepata Bidang Pengelolaon Pendapatan Daarah

1. Pelunasan pajak terutang harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama

tanggal 15 (lima belas) pada hari kerja di bulan bersangkutan
Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan
sanisi administratif berupa bunga 1% (satu persen) sebulan.

L

Cetakan Tagihan
NPWPD Nama Usaha
Alamat Jenis Tagihan
Tgl. Tagihan Petiode
Jumilah Tagihan Koterangan
Gunakan Kode Pembayaran di bawah ini untuk melakukan
pembayaran Kode Permbayaran
Tata Cara Pembayaran
A, PEMBAYARAN DARI BPD BAL| B, PEMBAYARAN DARI ATM BERSAMASKLIRING
|. Masuklsn user name dan pasowerd / PIN pada aplikas 1. Piliky Bahasa
Mobile [ intermet Banking. 2, Masukkan PIN

L Pillh menu "Pembayaran™
i Pillh "Pajak Daerah®
4. Pilih Input Nomer 1D lalu Pk “Alr Bawah Tanah"
£ Input Nomar ID/tagihan
falu
6 Input PIN entik melsn|utkan transaksi
7. Sglesal

H. PEMBAYARAN DARI E-BANKING BANK LAIN
I Login pada alamat internet Banking Anda
1 Pilik menu "Transfer”
3 Pillb menu "Transfer Antar Bank™
4. Pilih bank tujuan "Bank BPD Ball”
& Masuklan nomor rekening Tujean Virtual Account

6. Input nominal yang ingin ditransfer sesuai harga tiket di atas,

Daerah lalu tekan “Benar™
Denpasar
7 Muncul Layar Konfirmasi Transfer yang berisi nomar
12 rekening tujuan bank beserta |umlah yang dibayar
K Masukkan Password atau PIN
4, Selesai

A, "k *Transaksi Lalnnya"

4, Filh "Transfer"

5. Bilih "Ke Rekening Bank Lain ATM Bersama/Link"
&, Masukkan nomor rekening tujuan Virtual Account,

tekan “Benar”
7. Silakan isl atau Kosongkan nomor referens transfer
kemudian tekan “Benar”

8. Muncul Layar Konfirmagl Transfers yiing berisi nomar
rekening tujuan bank baserta jumiah yang dibayar
9. lika sudah benar, Tekan "Benar™
10, Selesal

C. PEMBAYARAN MELALUI TELLER BPFD
1. Pembayaran dilakukan pada Bank Pembangunan
{BPD} dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota

lalan Letda Tantular No




SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letda Tantular No, 12 Telp. (0361) 235079,23%080 Fax, (0361) 261246 NO URUT
Email: dispendadasMdenoaisrkota pold St - ko sandapaton denpasarhota so.id

SURAT TAGIHAN PATAK DAERAH (STID)

MASA e
TAHLN !

NAMA

ALAMAT

NPWPD

NAMA

TANGGAL JATUH TEMPO

. Berdosarkun Perda Kotn Denpasar 3 Tabun 2023 tentang Pajak Duerah dan Retribusi Dacrah telah
dilakukan Penelitian dan/atou Pemenksann atno Keternngan Laip atas pelaksonoan kewajiban Wajib
Pajak.

11. Duri Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangon Luin tersebut dintas, Penghitungan jumlah vang
misih harus diboyar adalah sebagal berikut:

I. Pajak yang kurang dibavar 14 R R AL
2. Sanks) administratif :
n. Bunga R i i i
3. Jumiah vang masih harus dibayar (1 < 2a) B smiinasiie RERTSPIE
Dengan huruf :
PERHATIAN :

. Pembayaran ams pajak terutnng dilakukan pada Bendahara Penerima Badon Pendapaan Dacrah
Kot Denpasur dengan menggunakan Suwnt Setoran Pajak Daersh (SSPD)

2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disabkan/validas: Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.

3, Apabila STPD ini tidak atay kurang dibayar setclah lewat wuktu paling loma 30 (6ga puluh) hari
sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan

Denpusar
on, Kepala Badan Pendapatan Daernh
Kota Denpasar
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Nip.




FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Sitws : hitp://pendapatan denpasark L& o.M

Nomor Formilir -

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada

die

DATA WAIIB PAIAK DAERAH

Nama Usitha
Numa Pertilik Pengelola
« Kewarganegaruan : O WKRILE WNA
. Alnmat tempal tinggal :
= Julan / No
« KT /RW/  RK
- Kelurnhan
- Kecamiatan
- Kabupaten
- Nomor telepon/fav/e-mail usaha
« Nomor teleponfax/e-mail pemilik
- Kode f'os
3. Tanda Buks! [n 2 KTP O PASPOR
6. No. dun Tgl Tunda Bukti Diri :
7. Surat Izin lam vang dimiliki (Photo Copy Surat Lrin harap dilsempickan )
= Surad 20 — e PO i M o e Tyl Ty,
T TS L TR | . (RPN | R
1T I 1T, — N, i1 Tl ——
K. Jenis Pajok : REKLAME

i —

b e

[T TR RN | | 71| I ———

Pemolion

Tianda Tangan
Nauma Jelas




NOMOR POKOK WAIIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letda Tantular No.12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendsdpsfdenpsarkots go id Situs : hitp)//pendapatan.denpasarkotn go.d

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAIIR PAJAK DAERAH (NFWPD)

W i TRl i
NAMA
ALAMAT
NPWPD -
an. Walikota Denpasar
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar,
NIP,
PERHATIAN

1. Kartu NPWPD i horap disimpan dengan baik. apabila hitong agar segera melapor ke Badan
Pendapstan Daerah Kot Denpasar

2. Karty ini hendaknya dibawa npabilo Suudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan
trivesaksi din bechubmngan dengan Instansi-instansi di Kota Denpasar

3, Dalam Wajib Pajak pinduh domisili ke Kabupaten'Kots diluar Kota Deénpasar supave melapor




SKPD PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendad paf@denpasarkota go.ld Situs : hitp //pendapatan denpasarkota go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

NOMDR :

1. Numa

2, Jabatan

3. Perusahaan

4. Alumat

5. Telp

fi. Fax

T.NPWIPD.

8. Nomor Pendaftaran

REKLAME

1. Iz Reklame

2 Jenis Reklame

3, Lokasi

4. Kelus Jalan

5. Jumlah :

. Ukuran : 1. Panjang :
4. Luas

2. Lebar m 3, Jumlah Sisi ;| Muka
5. Tinggi : m

B&

7. Lama Izin

8. Masa Berlaku

Q. Taril Pajak

10, Besarnya Pajak

Terhilang :

11, Toneens! Jatuh Tempo

Denpasir

L8 T

—— an. Kepala Badan Pendapatan Dacrah
I SKPD veny sdek mau karang dibayer seelah jutub tempo Kota Denpasur

nenshayaman dikenokan sanksi sdministrn? bherups. Bunga 1 P i Lan
scbear 3 (dos perseny) sebislan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapa

2 Penbaygenn  dililokin  peds  Kas  Dosrah/Bendiiis
Peserimann Badan Pendapamn Daersh Kot Denpassr

Nip




eSSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH KODE BAYAR

PR AR LT LR ARAR
BADAN PERDAPAT AN DAEAH

Lo L Tt e 1 (st JENIS PAJAK : REKLAME
| IDENTITAS ]
NIWPD
NAMAWAJIBPAJAK
ALAMAT
NO, TELEPON
| PEMBAY ARAN |
JUMLAH PEMBAY ARAN L Rp.
DENGAN HURUF : J
JENIS SETORAN ; T [] tmmwier [ ] Ceb/biiNG
TEMPAT PENYETOMRAN ]

badan Pendaputan nersh | [Bank BPD fah Kamor

FERUNTURAN PEMBAYARAN L

Pugak Bomarnn bulaz Talan BN 3 D 0 [ T R I L
Pagak Hiburan buslan Tabtsan BN (73 I (0 W 0 5 0 N D
Pagak Reklime Helun Tahun: (S Jecj o ooy o Joujoijoo] 4| | [y
Pogak Pencrangan jslen Bulse T abem
Pajak Parkr Hulaw T e
[ ] Pk e Tanah Builae Talvun R L4 I L0 N (20 (08 0 I N L
[Buu_-uuL_ TS Hules Tabum
PENERIMA SETORAN FENYETOR
Tands Tusrgan dan Stesmpel | Taesda Tangan
Nafis Nam
NIP:

Limdvar | [l Waph Pagsh




SURAT PERJANJIAN ANGGSURAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letda Tantular No. 12 Teip. HHEI] 235079.239080 Fax. (0361) 261246

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yuang bertandn langan dibawaly ini -

Nama e e i i e e e
Alamai B ) R A i+ SRR R L et
Rertindak untuk dan atas nama

Mama e e e i S T Lo e 0
NPWPD O r1rmrrirDt

Alamat O e e e T e OV A L 0C ) ER NN S LU

. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembavaran uting pajak pada
tamggal ... sebamyak . (.....) kali angsuran, Tethadap Sural Ketetspan Pajak yang telah
diterima :

R BRI e T Sl R R | e e s R VSRR LLL T

b STRD N s mames il s Bt s s

Bli e Ao s tgl. . ITTIIEN . T e P

d P it tgl s Rp —

R . . W s L R
L

Pembavarnn Angsuran Angsuran Biayva Adm. Iml. Angsuran

Pokok bungs
M TEL i Angsuran ke | B cviiaienins TP it B i
b. Tgl .oeinn Angsuran ke IT R s BPssissan o
AL ~Angsuran ke 1l Rp. e, - T — |17, S——

' TBL wemreseiscns ARBEGHINKE IV RB: covsacnss R sossemmrer R soreseree

. 1 TRR | AR £ . R

2. Jika permywasn pembayamn pada angka 1 (sa) dintas tdok spys penohl, makas penagihan dilukukan
dengan Surat Paksp, tanpa pemberitahudf TETEET dahdit

Tanda Terima
o.n. Kepala Badon Pendupatan Hormat Sayn.
Daeruh Kota Denpasar, Pemohon
Kepaln Bidang ..., .




SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Emall: dispendadpifdenpasarkotago.d Sius : hitg://pandapatan.danpasarkots. go.id

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Hertindak untuk don atas nama

Nama Lsaha/Perusabazn T A e AR b B i e AT
NPWPD EI[ TTI HEE|EN

Alamal 000 ssssmisamsiseiiyiesisiess R RRETTTS - | - IR

I, Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada
117 | —— terhadap SKPD/STPD/Surat  Keputusan  PembetulanSurmt  Kepuiusan
Keberatan/Putusan Banding « Nomor ........o.ocoeoe. Jumah tempo tunggal ..

2. Berdasarkan permobonan dints maka tefah dlsu;uknu bahwa pﬂﬂh}mn atas uiang pajak diatas
ditunda pembayarsnnya sampal dengan wnggnl .

3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan
dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima
an. Kepala Badan Pendapatan Dacrah Hormat Saya,
Kota Denpasar, Pemoshon
Kepala Bidang .....-... ;

LT yuny bk perte




SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendadps@denpasarkotagold Stus : hig:/pendapatan denpasarkota go.id

1

Kepada
Yth, Bapak/Tbu/Sdr.

di—

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)

PRI 2 svmrsnrrrwvrvsims oo s B AP

Setelah kami mempelajan dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukuan bahwa Surat Permobonan
Angsuran /| Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal .o, O, eoviisisisisasans wieses emgan
sungal menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikion agar Savdarn maklum adanya,

Denpasar, . ..o i THION .o covasnns
Kepala Badan Pendapatan Dacrah
Kota Denpasar

NIP.

1 Ut yamy bldak pertan




PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

e Tahun . ...

Nomor : Kepada :
Lampiran ¥ith. Walikota Denpasar
Perihal . Permohonan Pengembalian up. Kepala Badan Pendapatan Daersh

Kelehihan Pembayaran Pajak Kota Denpasar

d -
Denpasar

Dengan hormat,
Saya yvang bertanda tangan dibawih ini
Alamt oL i s e s b TR i R e
Bestindak untuk dan atas nama

NPWPD 8 i | A O

Alamint TSI RTINS —— | - J— p—

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SKPD < No. oo
Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Jumlah :Rp.

Demikian permohoran ini dibuat agar dapat disetujui, sty pertimbanganny say ucapkan terimakasih.

Hiormat Saya.
Pemohon

=) Ceset oy el i




SURAT KETETAPAN PAIAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLS) MASA PAIAK
SKPOLB

BaDAN

PENDAPATAN DAERAN
KOTA DENPASAR JENIS PAJAK : REKLAME NOMOR

NPWFPD

Dbjek Pajak

Jenis Objek Pajak
No. Telp

Alamat

Tgl fatuh Tempo

1. Dasar Pengenaan Pajak

2 Pajak Terhutang

3 Pajak Terhutang

2. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

. Lam-lain

d. Jumiah yang dapat dikredithan (a+bec)

4, tumlah Kurang (Lebih) Pembayaran Pokok Pajak
(2-3d)

L3 Sanksl Administrasi

2. Bunga [Psl. 19{1]]

b Kenaikan (Psl, 19(4))

¢ Jumiah Sanksi Administrasi {a+b)

(3 Jurmilah Yang Masik Harus Dibayar

Dengan huruf

An, Kepals Bagan Mendapatan Doerah Kota Denpisar
Kepala Bidang Pengelolaon Pendapatan Daemh

NP




SURAT KEBERATAN

Nomor : Kepada :
Lampiran Yih. Walikow Denpasar
Peritml : Permohonan Keberatan up. Kepals Baden Pondapatan Decrah
Ko Denpasar,
di -
Denpasar

Dengan hormai,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini -

Bertindak untuk dan aus nama
Noma Usaha Perusahaan

NPWPD OOOTTITTI00]

Dengan ini  mengajukun  Surst  Permohonon  Keberstun atas Pajak  Reklame berksitan  denpgun
SKPD/SKPDLBSKIDN «i NOMOT ..oovvvresvsimrmmsarmsiions TR coriiinins

Jumiah :Rp.

Dengan haruf

Dengan alusan o YPEREe YT PP Py oy PP W EF Y 1 i Yt BB

Demikian permohonan i dibuat agar kiranya dapat disctujui, atas pertimbangsnnya saya ucapkan tenmbukasih

Hormat Sava,
Pemohon

= Corét vang tidak periu




LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 F
Email: dispenda psfdenpasarkota go.id Situs - hilps//pendapatan. denpasarkots

ax. (0361) 261246

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomuor :

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor ................... Tangeal .. ...
melakukan Penelitinn/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Telah

Alamm D T T e e T s G s e

Bertindak untuk dan atas pama

Nama Usaha Perusahoan

NPWPD OO TTTTTICT T

Alamat R e e e ey T e e S

Dengan hasil sebagni berikut

L i i a3 A LS PR B P b

b A e A B B 0 0 e B g e R R e R

[

4. .

Denpasar, co...vivvimeenneses 1 BALN
KaSubibd .oy Kepala Bidang ............,

-----

WALIKOTA DENPASAR,

| GUSTI NGURAH JAYA NEGARA




LAMPIRAN 11

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Nomaor
Tanggal
PD
Masa
Tahun

¥ih.
Nama
Alamat
No. Hp.

Katerangan
Tambahan

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)

| No. | Kode Rekening

Uralan Jumiah

|

Sewa Kantin...

-ILW'M-l

Jumiah Ketelapan Pokok Retribusi

|

Jumiah Keseluruhan

N
{Dengan Huruf)

an. Kepalza UPTD....
Kepala Sub Bidang. ...

Nama
NIP.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)

Nomor
Tanggal
PD

Yth

Nama
Alamat

No. Hp.
Email
Keterangan
Tambahan

Berdasarkan data retribusi yang tertuang dalam SKRD Nomor :...... Tanggal ..... ., ternyata
saudara/Bapak/lbu tidak/belum/kurang membayar retribusi terutang dengan hasil perhitungan
sebagal berikut
Jumlah Retribusi (Objek Relribusi) Terutang RETATE: P
Jumilah Pembayaran Retribusi (Objek Retribusi) e seresssinsississaaiaias |7}

Tidak/Kurang Bayar S RSN
Bunga (1% x Jurnlah Bulan x Jumiah Retribusi Terutang) R
Jumlah Retribusi Yang Harus Dibayar

(Dengan Huruf)

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesual dengan ketentuan, kami harap
Bapak/Ibu/Saudara untuk segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

an. Kepala UPTD. .
Kepala Sub Bidang.....

Nama
NIP.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (1)

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Yth. Bapak/lbu/Saudara
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi

Denpasar,

2024

Daerah (STRD) tanggal

nomor..........., ternyata Bapak/lbu/Saudara belum melunasi Retribusi terutang, dengan

perincian sebagai berikut :

No. Objek Retribusi | Pokok Terutang
(Rp.)

Bunga (Rp.)

Jumiah (Rp.)

Jumlah yang harus dibayar

Dengan ini diminta Bapak/lbu/Saudara segera melunasi utang Retribusi

dimaksud paling lambat tanggal...... Dengan menyetorkan ke nomor VA/QRIS. ...

Kepala Bidang/Kepala UPTD Dinas/Badan.....



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (II)

Denpasar, 2024

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Yth. Bapak/lbu/Saudara
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Teguran Retribusi Daerah (I) tanggal......, nomor...........,
ternyata Bapak/lbu/Saudara belum melunasi Retribusi terutang, dengan perincian sebagai
berikut :

No. | Objek Retribusi Pokok Terutang | Bunga (Rp.) Jumiah (Rp.)
(Rp.) ‘

l

“Jumnlah yang harus dibayar

Dengan ini diminta Bapak/lbu/Saudara segera melunasi utang Retribusi
dimaksud paling lambat tanggal....... Dengan menyetorkan ke nomor VA/QRIS....

Kepala Bidang/Kepala UPTD Dinas/Badan.....



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (lll)

Denpasar, 2024

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Yth. Bapak/ibu/Saudara
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Teguran Retribusi Daerah (ll) tanggal ...
nomor..........., ternyata Bapak/lbu/Saudara belum melunasi Retribusi terutang, dengan
perincian sebagai berikut :

No. Objek Retribusi Pokok Terutang | Bunga (Rp.) Jumlah (Rp.)
(Rp.)

Jumiah yang harus dibayar

Dengan ini diminta Bapak/lbu/Saudara segera melunasi utang Retribusi
dimaksud paling lambat tanggal....... Dengan menyetorkan ke nomor VA/QRIS. ...

Kepala Bidang/Kepala UPTD Dinas/Badan.....



Denpasar, 2024

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal . Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran

Yth. Walikota Denpasar
Cqg. Kepala BPKAD Kota Denpasar
di -
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat
No. Hp.
Dengan ini saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran berdasarkan SKRD Nomor............ Ltanggal.. . sebesar

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar
Rp...ccon.oe.. .. Maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan
fjuntuk  melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa
retribusi berikutnya.

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.
Denpasar,
Pemaohon

Waijib Retribusi,

Nama jelas



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
(Perangkat Daerah Penghasil/lUPTD.)
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEEIH BAYAR

(SKRDLB)
Denpasar, 2024
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal . Surat Ketetapan Retribus| Daerah Lebih
Bayar (SKRDLB)
¥th Bapak/lbuw/Saudara
di-
Tempat
Berdasarkan surat permohonan Bapak/lbw/Saudara Nomor............. tanggal. ..

mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan seteiah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Momor ......Tanggal. yang telah saudara bayar, dengan ini diberitahukan bahwa
hasil perhitungan untuk masa retribusi Bulan ..............s.d............ Tahun.... sebagai bernkut

Jumiah Relribusi Terutang : Rp

Jumiah Pembayaran Retribusi - Rp

Jumtah Retribusi Lebih Bayar Rp.
Terbilang -

[ /

Untuk kelebihan Pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi retribusl lain yang
terutang/untuk pembayaran masa retribusi berikutnya/untuk dilakukan pengembalian.
Demikian pemberitahuan ini agar Bapak/Ibu/Saudara maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan/Dinas ...

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



